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PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: bahwa dadam rangka pelaksanaan dari Bab V, dan Bab VII dan Bab XV Undang

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu diterbitken
Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan

Mengingat:
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Pesd 5 ayat (2) dan Pasal 33 aya (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2034);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsaves Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosgemnya (Lembaran Negaa Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);

Undangundang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengdolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negaa Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negaa
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Proving Daerah
Igimewa Aceh sbaga Provind Nanggroe Aceh Darussdam (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Proving Pegpua
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151).



MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN

RENCANA  PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1

10.

Taa Hutan addah kegiaan rancang bangun unit pengdolaan  hutan, mencakup
pengdompokan sumber daya hutan sesua dengan tipe ekodsem dan potend  yang
terckandung diddamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfast yang sehesar-besarnya
bagi masyarakat secaraledtari.

Pemanfaatan hutan addah bentuk kegiatan pemanfastan kawasan hutan, pemanfastan jasa
lingkungan, pemanfagstan hasl hutan kayu dan bukan kayu sata pemungutan hasil  hutan
kayu dan bukan kayu, secara optima, berkeadilan untuk kesgahteraan masyarakat dengan
tetgp menjaga kelestariannya

Pemanfastan kawasan pada hutan lindung addah bentuk ussha menggunaken kawasan pada
hutan lindung dengen tidak mengurangi fungd utama.

Pemanfaatan kawasan pada hutan produks addah bentuk usaha untuk memanfaatkan ruang
tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaet sosa dan manfaat ekonomi yang
optimal dengan tidak mengurangi fungs pokok hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung addah bentuk ussha untuk memanfaatkan
potens jasa lingkungan dengan tidsk merussk lingkungan dengan tidek merussk  lingkungan
dan mengurangi fungs utama.

Pemanfastan jasa lingkungan pada huten produks addah bentuk usaha  untuk
memanfaetkan potens jasa lingkungan dengen tidek merusak lingkungan dan mengurangi
fungs pokok hutan.

Pemanfaatan hasl huten kayu addah segda bentuk ussha yang memanfaatkan dan
mengusshekan hesl hutan kayu dengan tidek merussk lingkungan dan tidek mengurangi
fungd pokok hutan.

Pemanfastan hasl hutan bukan kayu addah segda bentuk ussha yang memanfaatkan dan
mengusahekan hasl  hutan buken kayu dengan tidek meusak lingkungan dan  tidek
mengurangi fungs pokok hutan.

Pemungutan hadl hutan kayu dan aau buken kayu addah segda bentuk kegiatan untuk
mengambil hasl hutan berupa kayu dan aau bukan kayu dengan tidek merusak lingkungan
dan tidek mengurangi fungs pokok hutan.

Izin pemanfastan hutan addah izin yang diterbitken oleh pgaba yang berwenang yang
terdiri dari izin usaha pemanfastan kawesan, izin usaha pemanfastan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasl hutan kayu den aau bukan kayu, dan izin pemungutan hesil hutan
kayu dan atau bukan kayu pada ared hutan yang telah ditentukan.

Izin ussha pemanfaatan kawasan addah izin ussha memanfaatkan kawasan pada hutan
lindung den aau hutan produkd.

IzZin Usaha Pemanfastan Jasa Lingkungan addah izin ussha memanfaetkan lingkungan pada
hutan lindung dan atau hutan produks.

Izin Ussha Pemanfastan Hasl Hutan Kayu dan aau bukan kayu pada hutan dam addah
izin untuk memanfaatkan hutan produks yang kegiaannya terdiri dari pemanenan atau
penebangan, penanaman, pemdiharaan, pengamanan, pengolahan, dan  pemasxan  hedl
hutan kayu den aau bukan kayu.
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Izin ustha pemanfaatan hesil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanamen addah
izin untuk memenfeetken hutan produks yang kegiatannya terdiri dari  penyigoan lahan,
perbenihan aau pembibitan, penanaman, pemdiharaan, pengamanan, pemanenan  aau
penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasl hutan kayu dan atau bukan kayu.

Izin pemungutan hedl hutan kayu addah izin untuk meakukan pengambiilan hesl hutan
kayu mdiputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka wakiu
tertentu dan volume tertentu di ddlam hutan produks.

Izin pemungutan hesl hutan bukan kayu addah izin dengan segda bentuk kegiaan untuk
mengambil hesl hutan buken kayu antara lain rotan, medu, buahbuahan, getahgetahan,
tanaman obat-obatan dan lain sebagainya diddam hutan lindung dan atau hutan produks.

Izin ussha pemanfastan hutan terdiri dari izin ussha pemanfaatan kawasan, izin ussha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasl hutan kayu dan bukan kayu.

Penggunean kawasan hutan addah kegialan penggunaan  kawasan  hutan  untuk
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah Status dan fungs pokok kawasan
hutan.

Sura Keterangan Sahnya Hasl Hutan (SKSHH) addah dokumen yang menyatekan sahnya
pengangkutan, penguasaan dan pemiliken hedl hutan, seébaga bukti aas legdites hedl
hutan yang diberikan pgabat yang ditunjuk.

luran lzin Ussha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) addah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang izin ussha pemanfastan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan
sekdi pada sat izin tersebut diberikan.

Provis Sumber Daya Hutan (PSDH) addah pungutan yang dikenekan sebaga penggarti
nilai intringk dari hasl hutan yang dipungut dari hutan negara

Dana Reboisses (DR) addah dana yang dipungut dari pemegang izin ussha pemanfaatan
hesl hutan dai hutan dam yang beupa kayu, digunekan ddam rangka reboisad,
rehabilitas hutan serta kegiatan pendukungnya

Perorangan addah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cekap  bertindak
menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia

Koperas addah badan ustha yang beranggoteken orang seorang aau badan  hukum
koperas dengan meandesken kegiatannya berdasarkan prindp koperas  sekdigus sebaga
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas keke uargaan.

Indudri primer hasl hutan kayu addah pengolahen kayu bula dan aau kayu bahan baku
serpih menjadi barang setengah jadi ataubarang jadi.

Indugri primer hesl hutan bukan kayu addah pengolahen hesl hutan bukan kayu menjedi
barang setengah jadi atau barang jadi.

Menteri addah Menteri yang diserahi tugas dan beranggung jawab di bidang Kehutanan.

Pasal 2

Taa hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.

Kegiatan taa hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfastan hutan dan
penggunaan kawasan hutan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dilaksanekan pada
wilayah hutan ddam bentuk Unit atau Kesatuan Pengdolaan Hutan Konsarvas (KPHK),
Unit aau Kesatuan Pengdolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit aau Kesauan
Pengelolaan Hutan Produks (KPHP).
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Pasal 3

Taa hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfastan hutan dan penggunaan
kawasan hutan sebagamana dimeksud ddam Pasd 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan
atau Pemerintah Daerah.

Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan serta pemartastan hutan
dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) pada wilayah dan
dau untuk kegigan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerinteh kepada Badan Ussha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan.

Pasal 4

Ddam rangka kepentingan penditian, pengembangan, pendidiken dan pdatihan kehutanan,
reigi dan budaya, Menteri menetgpkan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan pemanfaetan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Taa hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfastan hutan dan penggunaan
kavasan hutan dengan tujuan khusus ssbagamana dimeksud ddam aya (1) untuk
kegiatan:

a penditian dan pengembangan dgpat diberikan kepada lembaga yang meaksanakan

kegiatan pendlitian dan pengembangan;

b. pendidiken dan pdaihan dapa diberiken kepada lembaga yang meaksanakan
kegiatan pendidikan dan pdatihan;

C. rigi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang mdaksanakan kegiaan
keagamaan dan kebudayaan.

Taa hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfastan hutan dan penggunaan
kavasan hutan dengan tujuan khusus ssbagamana dimeksud ddam aya (2) ditetgokan
oleh Menteri.

Ketentuan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagamana dimeksud ddam
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB II
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu
Tata Hutan

Paragraf |
Umum

Pasal 5

Peaksanaan tata hutan sebagamana dimeksud ddam Pesd 2, dileakukan pada sdtigp unit
pengelolaan hutan di semua kawasan hutan.

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) meliputi:

a hutan konservas;

b. hutan lindung; den

C. hutan produks



Paragraf 2
Tata Hutan pada Hutan Konservas

Pasal 6

Hutan konsarvas sebagaimana dimaksud dalam Pasd 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a
b.
C.
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kawasan hutan suaka dam;
kawasan hutan pelestarian dam; dan
taman buru

Pasal 7

Taa hutan pada kawasan hutan suska dam sebagamana dimeksud ddam Pesd 6 huruf a
terdiri dari:

a tata hutan cagar dam; dan

b. tata hutan suaka margasatwa.

Taa hutan cagar dam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, memuat kegiatan:

penentuan batas-batas kawasan yang ditata;

inventarisas dan identifikas potens dan kondis kawasan;

inventarisas dan identifikas permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;

perisdahan hutan; dan

pengukuran dan pemetaan.

Tata hutan sueka margasatwa sebagamana dimaksud daam aya (1) huruf b, sdan memuat
kegiatan sehagaimana dimaksud daam aya (2), juga memuat:

a pembagian kawasan ke daam blok-blok; dan

b. pemancangan tanda batas blok.

CooTw

Pasal 8

Tata hutan pada kawesan hutean peedarian dam sebagamana dimeksud ddam Pasd 6
huruf b, terdiri dari:

a taman nesond,;

b. taman hutan raya; dan

C. taman wisatadam.

Taa hutan pada kawasan taman nasond ssbagamana dimeksud ddam aya (1) huruf a
dil aksanakan pada setigp unit pengelolaan, yang memuat kegiatan;

penentuan batas-batas kawasan yang ditata;

inventarisad, identifikes, dan perisalahan kondis kawasan;

pengumpulan data sosid, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya;

pembagian kawasan ke ddam zona-zong;

pemancangan tanda batas zona; dan

pengukuran dan pemataan

Pembagla’\ kawasan ke ddam zonazona sebagamana dimeksud ddam ayat (2) huruf d,
terdiri dari:

a zonaiinti;

b. zona pemanfaatan; dan

C. zonalannya

S0 Q0T
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Pasal 9

Taa hutan pada kawasan taman hutan raya sebagamana dimeksud ddam Pesd 8 ayat (1)
huruf b dilaksanakan pada setigp unit pengelolaan, yang memuat kegiatan:

a penentuan batas-batas kawasan yang ditata;

b inventarisad, identifikas dan perisdahan kondis kawasan;

C. pengumpulan data sosd dan budaya di kawasan dan s=kitarnya;

d. pembagian kawasan ke dalam blok-blok;

e pemancangan tata batas blok; dan

f. pengukuran dan pemetaan.

Pembagian kawasan ke ddam blok-blok seébagamaena dimeksud ddam aya (1) huruf d,
terdiri dari:

a blok pemanfaatan;

b blok koleks tanaman;

C. blok perlindungan; den

d blok lainnya

Pasal 10

Tata hutan pada kawasan taman wisata dam sebagaimana dimaksud ddam Pasd 8 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan pada setigp unit pengeolaan, yang memuat kegiatan:

a penentuan batas-batas kawasan yang ditata;

b inventarisas, identifikas, dan perisalahan kondis kawasan;

C. pengumpulan data sosid, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya;

d. pembeagian kawasan ke daam blok-blok;

e pemancangan tanda batas blok; dan

f. pengukuran dan pemetaan

Pembagian kawasan ke ddam blok-blok seébagamaena dimeksud ddam aya (1) huruf d,
terdiri dari:

a blok pemanfaatan intensif;

b. blok pemanfaatan terbatas; dan

C. blok lannya

Pasal 11

Tata hutan pada taman buru ssbagamana dimeksud ddam Paesd 6 huruf ¢ dilaksanakan
pada setigp unit pengdolaan, yang memuat kegiatan:

a penentuan batas-batas hutan yang ditata;

b inventarisas, identifikas, dan perisalahan kondis kawasan;

C. pengunpulan data sosd, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya;

d. pembagian hutan ke ddam blok-blok;

e. pemancangan tanda batas blok; dan

f. pengukuran dan pemetaan.

Pembagian hutan ke ddam blok-blok sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf d, terdiri
daxi:

a blok bury;

b. blok pemanfaatan;

C. blok pengembangan satwa; dan

d blok lainnya
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Paragraf 3
Tata Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 12

Tda hutan pada hutan lindung sebagamana dimeksud ddam Pesal 5 aya (2) huruf b
dilaksanakan pada stigp unit pengelolaan, yang memuat kegiatan:

a penentuan batas-batas hutan yang ditata;

b inventarisad, identifikas, dan perisdahan kondis kawasan hutan;

C. pengumpulan data sosd, ekonomi dan budayadi hutan dan sekitarnya;

d. pembagian hutan ke ddlam blok-blok;

e registras; dan

f. pengukuran dan pemetaan.

Pembagian hutan ke ddam blok-blok sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf d, terdiri
dari:

a blok perlindungan;

b. blok pemanfaatan; dan

C. blok lainnya

Paragraf 4
Tata Hutan pada Hutan Produks

Pasal 13

Tada hutan pada hutan produks sebegamana dimeksud ddam Pesd 5 aya (2) huruf ¢
memuat kegiatan:
a penentuan batas hutan yang ditata;
b. inventarisas potens dan kondis hutan mencakup:
1 jenis, potens dan sebaran florg;
2. jenis, populas dan habitat faung;
3. rancangan trayek batas luas kawasan dan batas ddam kawasan hutan, dan
rancangan batas enclave;
sosd, ekonomi, budaya masyarakat;
gtatus, penggunaan, penutupan lahan;
jenis tanah, kelerengan lapangan aau topografi;
iklim;
sumber daya manusia (demografi);
keedaen hidrologi, bentang dam dan ggda-ggdadam.
Perisdahan hutan;
Pembagian hutan ke dalam blok-blok dan petak;
Pemancangan tanda batas blok dan petak;
Pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan;
Regidrad; dan
Pengukuran dan pemetaan.
Pembaglen blok-blok ke ddam petakpetak kerja sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
huruf e, dengan memperhatikan pada
a |uas kawasan;
b. potens hasil hutan; dan
C. kesesuaian ekosstem
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Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 14

Berdasarkan hasl tata hutan pada setigp unit atau kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 8 sampal dengan Pasdl 13 disusun rencana pengelolaan hutan dengan
memperhatikan aspirad, partispas dan nila budaya masyarakat serta kondis lingkungan.
Penyusunan rencana penge olaan hutan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) meiputi:

a rencana pengeolaan hutan jangka panjang yang memuat rencana kegiatan secara
makro tentang pedoman, arahan serta dasar-dasar pengdolaan hutan untuk mencapai
tujuan pengdolaan hutan ddam jangka wektu 20 (dua puluh) tahun, disusn oleh
ingand yang bertanggung jawab dibidang kehutanan Propind dan disshkan oleh
Menteri;

b. rencana pengdolaan hutan jangka menengah memuat rencana yang  beris
penjabaran rencana pengdolaan hutan jangka panjang ddam jangka waktu 5 (lima)
tahun, disusn oeh indans yang betanggung jawab dibidang kehutanan Proping
dan disahkan oleh Menteri;

C. rencana pengeolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasond secara detall
yang merupakan penjabaran rencana pengeolaan daam jangka wektu 1 (satu) tahun
yang disusun oeh indand yang betanggung jawab di bidang kehutanan dan
disahkean oleh Gubernur.

Rencana pengelolaan hutan sebagamana dimeksud ddam ayat (2) memua perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, evaduas, pengenddian, pengawesan sebaga dasx kegiatan

pengd olaan hutan.

Pedoman penyusunan rencana pengdolaan hutan sebegamana dimeksud ddam aya (2)

diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB 111
PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemanfasian hutan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 2, bertujuan untuk memperoleh
manfaat yang optima bagi kesgahteraan sduruh masyarekat secara berkeadilan  dengan
tetap menjaga kelestarian hutan.

Pemanfaetan hutan secara lesdari sebagamana dimeksud ddam aya (1) wagib memenuhi
kriteria dan indikator pengel olaan hutan secaraledtari.

Kriteria dan indikator sebagamana dimeksud ddam aya (2) mencakup aspek ekonomi,
054d dan ekologi.

Kriteria den indikaior sebagamena dimeksud ddam ayat (3) diaur dengan keputusan
Menteri.



Pasal 16

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 15, dgpat dilakukan pada semua kawasan
hutan kecudi pada hutan cagar dam, zonaiinti dan zona rimba pada taman nasond.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hutan pada Hutan K onservas

Pasal 17

Pemanfastan hutan pada hutan konservas diatur sesua dengan peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

@ Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat berupa:
a pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
C. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2 Pemanfaatan hutan pada huten lindung sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) hanya dgpat
dilakukan pada blok pemanfaatan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung

Pasal 19

@ Pemanfastan kawasan pada hutan lindung sebagamana dimeksud ddam Pesd 18 ayat (1)
huruf a berupa segda bentuk usasha yang menggunekan kawasan dengan tidek mengurangi
fungs utama kawasan.

2 Pemanfaatan kawasan sebaga mana dimaksud ddam ayat (1) mdliputi:

usaha budidaya tanaman obat (herba);

usaha budidaya tanaman hias,

usaha budidaya jamur;

usaha budidaya perlebahan;

usaha budidaya penangkaran satwaliar; atau

usaha budidaya sarang burung wallet.

3 Ddam pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung tidak boleh:

a menggunakan peraatan mekanis dan dat berat;
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b. membangun sarana dan prasarana permanen; dan/atau

C. mengganggu fungs kawasan.

Usaha budidaya tanaman oba (herba), usaha budidaya tanamen hias dan ussha budidaya
tanaman jamur sbegamana dimeksud ddam ayat (2) huruf a b, dan c, mdiputi:
persemaan, penanaman, pemdiharaan, pemanenan,  pengamanan,  pengolahan dan
pemasaran.

Ustha budidaya perebshan sebegamana dimeksud ddam ayat (2) hurud d, mdiputi
kegitan pembuatan tempat saang lebah, pemdiharaan, permanenan, pengamanan,

pengolahan dan pemasaran.
Usdha budidaya penangkaran sawa liar ssbagamana dimeksud ddam aya (2) huruf e

meliputi kegiatan perbanyakan dan aau pembesaran stwaliar.
Ustha budidaya sarang burung wdé sebagamana dimeksud ddam aya (2) huruf f,
mdiputi kegatan pemeliharaan, pemanenan dan pengamanan serta pemasaran.

Paragraf 3
Pemanfaatan Jasa L ingkungan pada Hutan Lindung

Pasal 20

Pemanfaetan jasa lingkungan sebagaimana dimeksud ddam Pesd 18 aya (1) huruf b,
addah bentuk ussha yang memanfagstkan potens jasa lingkungan dengan tidek merussk
lingkungan dan mengurangi fungs utamanya

Ddam ussha pemanfastan potens jasa lingkungan sebagaimana dimeksud ddam aya (1)
tidak boleh membangun sarana dan prasarana yang dapat mengubah bentang dam.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebegamana dimeksud ddam aya (1),
antaralain berupa

a usshawisatadam;

b. usaha olah raga tantangan;

C. ussha pemanfaatan air;

d. usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau

e usaha penydamatan hutan dan lingkungan.

Paragraf 4
Pemungutan Hasl Hutan
Bukan Kayu pada Hutan Lindung

Pasal 21

Kegigan pemungutan hasl huten bukan kayu pada hutan lindung sebagamaena dimaksud
ddam Pasd 18 aya (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan
kayu yang sudah ada secara dami dengan tidak merusak fungs utama kawasan.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimeksud ddam ayat
(1), antaralain berupa

a mengambil rotan;

b. mengambil medu;

C. mengambil buah dan aneka hasll hutan lainnya; atau

d. perburuan sawaliar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisond.
Masyarakat dilarang meakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi undang-undang.
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Paragraf 5
| zZin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 22

Kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebegamana dimeksud ddam Pesd 18
ayat (1) disdenggaraken mddui pemberian izin.

Izin pemanfaatan hutan pada huten lindung sebagamaena dimeksud ddam ayat (1) terdiri
dari:

a izin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung;

b. izin useha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung;

C. izin pemungutan hasl hutan bukan kayu pada hutan lindung.

Izin pemanfastan hutan pada hutan lindung tidek dapat diberiken ddam aed hutan yang
telah dibebani izin pemanfaatan hutan.

Izin pemanfastan huten pada huten lindung tidek dgpa  dipindahtangankan tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Ared yang tdah dibebani izin pemanfaatan hutan pada huten lindung tidek dapat dijadiken
jaminan aau dijaminkan kepada pihak lan.

Pasal 23

Jangka waktu izin ussha pemanfastan kawasan pada hutan lindung sebagamana dimeksud
ddam Pasal 22 ayat (2) huruf a dibeikan pding lama 5 (lima) tahun dengan lues meksma
50 (limapuluh) hektar.

Jangka wakiu izin ussha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana
dimaksud ddam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan
luas maksamd 1000 (seribu) hektar.

Jangka wektu izin pemungutan hesl hutan buken kayu pada huten lindung sebagamana
dimeksud ddam Pasd 22 aya (2) huruf c dibeaiken pding lama 1 (sau) tahun dengen
ketentuan dalam jumlah, jenis dan lokas tertentu yang ditetapkan dadam izin,

Pasal 24

Menteri menetapkan teknik perlakuan atas usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, dan pemungutan hasl hutan bukan kayu yang disesuaiken dengan lokas dan
atau jenisusaha

Penetgpan teknik perlakuan aas ussha pemanfaaian kawasan sebagaimana dimeksud daam
aya (1) diatur sebagal berikut:

a tidak menebang pohon;

b. teknik mengolah tanah yang tidek menimbulkan eros;

C. tidak menggunakan pestisda dan insektisida;

d. tidak menggunakan perdatan mekanis, dan

e kegiatan tidak dilakukan pada kelerengan diatas 25%.

Penetapan  teknis perlakuan atas ussha pemanfeetan jasa lingkungan sebagaimana dimeksud
ddam aya (1) tidek merubah bentang dam dan lingkungan serta mengupayakan kdedarian
unsur -unsur pendukung kelestarian lingkungan.

Penetgpan teknis perlakuan aas ustha pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagamana
dimaksud ddlam ayat (1) diatur sebagal berikut:

a tidak menebang pohon;
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b. tidak mengganggu kelestarian potens yang dipungut; dan
C. tidak menggunakan perdatan mekanis.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produks
Paragraf 1

Umum

Pasal 25
Pemanfastan hutan pada hutan produks dilaksanakan dengan tetgp menjaga kdestarian dan
meningkatkan fungs pokoknya
Pemanfaatan hutan pada hutan produks dapat berupa:
a pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasalingkungan;
C. pemanfaatan hasl hutan kayu;
d. pemanfaatan hedl hutan bukan kayu;
e pemungutan hasil hutan kayu; atau
f. pemungutan hasl hutan bukan kayu.

Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produks

Pasal 26

Pemanfaatan kawesan pada hutan produks sebagaimana dimeksud ddam Pasd 25 aya (2)
huruf a dilaksaneken untuk memanfaastken ruang tumbuh yang tidek mengganggu fungd

pokok kawasan.

Pemanfaatan kawasan sebagamana dimaksud daam ayat (1) antaralain berupa
a usaha budidaya tanaman obat;

b. usaha budidaya tanaman hias,

C. usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan;

d. usaha budidaya jamur;

e. usaha budidaya perlebahan;

f. usaha kudidaya atau penangkaran satwa; aau

o} usaha budidaya sarang burung wallet.

Usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, dan usaha budidaya tanamaen
pangan ddam hutan produks sebegamena dimeksud ddam aya 2 huruf @ b, dan
mdiputi  kegidan persemaan, penanaman, pemdiharaan,  pengamanan,  pemanenan,
pengolahan dan pemasaran.

Usdha budidaya perlebahan ddam hutan produks scbagamaena dimeksud ddam ayat (2)
huruf e mdiputi kegiatan pembuatan tempat sarang lebah, pemdiharaan, pemanenan dan
pengamanan.

Ustha budidaya penangkaran satwa ddam hutan produks sebagaimana dimekdsud daam
aya (2) huruf f, berupa kegiatan perbanyakan dan atau pembesaran sawa liar di ddam
hutan produks.

Usdha budidaya sarang burung wadlet ddam hutan produks sebagamana dimeksud dadam
aya (2) huruf g, mdiputi kegiatan pemeiharaan, pengamanan dan pemanenan.



Paragraf 3
Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produks

Pasal 27

(@) Pemanfastan jasa lingkungan pada hutan produks sebegamana dimeksud ddam Pesd 25
aya (2) huruf b, addah segda bentuk ussha memanfaetkan potens jasa lingkungan dengan
tidak merusak bentang aam dan lingkungan.

2 Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produks sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
antaralain berupa
a ussha wisata dam
b. usaha olah raga tantangan;

C. usaha pemanfagtan air;
d. usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau
e usaha penydamatan hutan dan lingkungan.

Paragraf 4
Pemanfaatan Hasl Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produks

Pasal 28

Pemanfaastan hasl hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produks sebagaimena dimeksud ddam

Pasal 25 ayat (2) huruf ¢ dan d, terdiri dari:

a  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan aau buken kayu pada hutan dam, dissbut juga usaha
pemanfaatan hutan dam;

b. ussha pemanfastan hasl hutan kayu dan aau bukan kayu pada hutan tanaman, dissbut juga
usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Pasal 29

@ Usdha pemanfagtan haesil hutan kayu pada hutan dam sebagamana dimeksud ddam Pasd
28 huruf a mdiputi kegiaan penebangan, pengangkutan, penanaman, pemdiharaan,
pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

2 Usdha pemanfastan hasl hutan kayu pada hutan dam, hanya depat dilaksanakan pada ared
hutan yang memiliki potens untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

(3 Kriteria potens hutan dam yang dgpa dilakukan pemanfastan sebagamaena dimaksud
daam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4 Terhadgp kawasan hutan dam yang tidek memenuhi kriteria potens untuk dapat dilakukan
pemanfaatan hasl hutan kayu, dilakukan rehabilites.

5) Pemanfaatan hesl hutan bukan kayu pada hutan dam sébagamena dimeksud ddam Pesd
28 huruf a, antara lain dapat berupa usaha pemanfaatan:

a rotan, sagu, nipah, bambu mdiputi kegiatan penebangan, permudaan, pemdiharaan,
pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasl.

b. Getah, kulit kayu, daun, bush aau biji, mdiputi kegiaan pemanenan, pemdiharaan,
pengolahan, pemasaran hadl.
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Ketentuan lebih lanjut tentang usaha pemanfastan hesl hutan kayu dan aau buken kayu
pada hutan dam sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat @) dan aya (5) diaur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 30

Ustha pemanfastan hesl hutan kayu dan atau buken kayu pada tanaman sebagamana
dimeksud ddam Pesd 28 huruf b mdiputi  kegiaan penyigoan lahan, pembibitan,
penanaman, pemediharaan, pengamanan, pemanenan aau penebangan hasil, pengolahan dan
pemasaran.

Ustha pemanfaatan hesl hutan kayu dan aau bukan kayu pada hutan tanaman dapat
berupa:

a tanaman sgenis, dan

b. tanaman campuran berbagai jenis.

Ustha pemanfaatan hesl hutan pada hutan tanaman, dilaksanekan pada lahan  kosong,
padang dang-dang dan atau semak belukar dihutan produks.

Ketentuan lebih lanjut sebagamana dimeksud ddam aya (1) dan aya (2), diagur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 31

Apdbila terhadgp aed hutan produks yang diberikan izin pemanfagtan hutan terhadap kegiatan
penggunaan kawasan hutan, Menteri melakukan koordinas dengan indang terkait.
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Paragraf 5
Pemungutan Hasl Hutan pada Hutan Produks

Pasal 32

Pemunguten hesl hutan kayu sébagamana dimeksud ddam Pasd 25 ayat (2) huruf e
dimaksudken untuk memenuhi  kebutuhen individu den aau faglites umum  penduduk
sekitar hutan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu sébagaimana dimeksud ddam Pesal 25 ayat (2) huruf f
dapat untuk diperdagangkan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produks sebagaimana dimeksud ddam ayat
(2) antara lan pemungutan rotan, pemungutan madu, pemungutan getah, pemungutan buah
aau biji, pemungutan daun, pemungutan tumbuhan dibawah tegekan.

Pemungutan hasl hutan bukan kayu sebagamana dimaksud ddam aya (2) untuk tumbuhan
dan satwalliar diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan hasl huten kayu dan aau bukan kayu pada hutan produks sebagamana
dimaksud ddam Pasd 25 ayat (2) huruf e dan f mdiputi kegiatan:

a pengamhbilan hasil hutan kayu dari hutan dam; dan

b. pengambilan hasll hutan bukan kayu dari hutan dam

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimeksud ddam aya (1) dan ayat (2), diaur dengan
keputusan Menteri.



@)
@

©)

@
@
©)
@

@

@

©)
@

Paragraf 6
| zin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produks

Pasal 33

Kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produks sebagamana dimeksud ddam Pasd 25
aya (2) disdenggarakan medui pemberianizin.
Izin pemanfastan hutan pada hutan produks sebagaimena dimeksud ddam ayat (1) terdiri

izin usaha pemanfaatan kawasan,

izin ussha pemanfaeian jasa lingkungan;

izin ussha pemanfaatan hesdl hutan kayu;

izin usaha pemanfaatan hasl hutan bukan kayu;

izin pemungutan hedl hutan kayu; dan

izin pemungutan hasl hutan bukan kayu.

Izm usaha pemanfaatan hasl hutan kayu dan bukan kayu sebagamana dimeksud ddam aya
(D) huruf ¢ dan hurdf d tidek boleh diberikan pada aed yang tdah dibebani izin ussha
pemanfastan hagl hutan kayu dan bukan kayu aau izin pemungutan hasil hutan kayu.

*mgocw%

Pasal 34

IZn pemanfaatan hutan pada hutan produks tidek dapat  dipindahtanganken tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Izin pemanfastan hutan pada hutan produks tidek merupsken hek kepemiliken atas
kawasan hutan.

Ared huten yang dibebani izin pemanfastan hutan pada hutan produks tidek dapa
dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihek lain.

Tanaman yang dihadlkan dai izin ussha pemanfaatan hasl huten pada hutan tanaman
merupakan asset yang dapa dijadikan agunan sepanjang izin masih berlaku.

Pasal 35

Jangka wektu izin ussha pemanfastan kawasan pada hutan produks sebagaimana dimeksud

ddam Pasd 33 aya (2) huruf a diberikan pding lama 5 (lima tahun dengan ketentuan

sebagal berikut:

a luas meksmd 50 (lima puluh) hektar

b. sigp perorangan atau koperas dgpat memiliki meksmum 2 (dug) izn ddam 1
(satu) Kabupaten/K ota;

Jangka wektu izin ussha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produks sebagamana

dimaksud ddam Pesd 33 aya (2) huruf b diberikan pding lama 10 (sepuluh) tahun dengan

ketentuan sebagai berikut:

a luas maksima 1000 (seribu) hektar;

b. sigp perorangan, koperas, BUMN, BUMD aau BUMS Indonesa dapat memiliki
meksmum 2 (dug) izin ddam 1 (satu) proping.

Jangka wektu izin usaha pemanfaatan hasl hutan kayu sebagamana dimeksud ddam Pesd

33 aya (2) huruf ¢ pada hutan dam diberikan paing lama 55 (lima puluh lima) tahun.

Jangka waktu izin ussha pemanfastan hadl hutan bukan kayu sebagamana dimeksud dadam

Peasal 33 ayat (2) huruf d pada hutan dam diberikan paing lama 10 (sepuluh) tahun.
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Jangka waktu izin ussha pemanfaatan hesl hutan sébagamaena dimeksud ddam Pasd 33

ayat (2) huruf ¢ dan huruf d pada hutan tanaman diberikan paing lama 100 (seratus) tahun.

Jangka wekiu izin pemungutan hesl hutan kayu dan aau buken kayu sebagamana

dmeksud ddam Pasd 33 ayat (2) huruf e dan huruf f diberiken paing lama 1 (satu) tahun

dengan ketentuan:

a meksmd 20 (dua puluh) m3 untuk pemungutan hesl huten kayu yang berasd dari
hesil langsung penebangan;

b. maksma 20 (dua puluh) ton untuk pemungutan hesl hutan bukan kayu.

Bagian Kelima
Perizinan
Paragraf 1
Subyek Pemegang |zin

Pasal 36
1zin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada
a perorangan; dan
b. koperas
1zin ussha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:
a perorangan;

b. koperad; dan

C. badan Usaha Milik Swasta Indonesia; dan

d. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
1zin usaha pemanfaatan hasl hutan kayu dapat diberikan kepada:

a perorangan;

b. koperas;

C. badan Usaha Milik Swasta Indonesia; dan

d. badan Usaha Milik Negara atauBadan Usaha Milik Daerah.
Izin usaha pemanfaetan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada
a perorangan;

b. koperas;

C. badan Usaha Milik Swasta Indonesia; dan

d. badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
1zin pemungutan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada:

a perorangan; dan

b. koperas
(6) 1zin usaha pemungutan hesil hutan bukan kayu dgpat diberikan kepada:

a perorangan; dan

b. koperas.

Paragraf 2
Kewenangan Pemberian 1zin
Pasal 37

|zin usaha pemanfaatan kawasan:

a

diberiken oeh Bupai aau Wdikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan
indand yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat gpabila berada di ddam

wilayah kabupatervkota;



diberiken oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau Wdikota dan
indand yang bertanggungjawab di bidang kehutanen sstempat gpabila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, dan Bupai aau Wdikota
gpabilaberada di lintas proving.

Pasal 38

Izin pemungutan hegl hutan kayu dan atau bukan kayu:

a

diberiken oleh Bupati aau Wadikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan
indand yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempa gpdbila berada di ddam
wilayah kabupaten/kota;

diberiken oleh Gubernur dengan terbusan kepada Menteri, Bupai aau Wadikota dan
indans yang bertanggung jawab dibidang kehutanan setempat gpebila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati aau Wdikota
goabilaberada di lintas proving.

Pasal 39

Izin usaha pemanfaatan jasalingkungan:

a

diberiken oleh Bupati aau Waikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan
ingand yang bertanggungjawab di bidang kehutanan setempa gpebila berada di ddam
wilayah kabupaten/kota;

diberiken oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau Wdikota dan
ingand yang bertanggung jawab di bidang kehutanen sgtempa gpabila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

diberiken oeh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati aau Wadikota
goabilaberada di lintas proving.

Pasal 40

Izin usaha pemanfaatan hesil hutan bukan kayu pada hutan dam:

a

diberiken oleh Bupati aau Wadikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan
indand yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat gpabila berada di ddam
wilayah kabupatervkota;

diberiken oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau Wdikota dan
indand yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat gpabila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati aau Wadikota
goabilaberada di lintas proving.

Pasal 41

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman:

diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan
indand yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sstempat gpabila berada di ddam
wilayah kabupatern/kota;



diberiken oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati aau Wadikota dan
ingand yang bertanggung jaweb dibidang kehutanan stempat gpabila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

diberiken oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupai aau Wadikota
gpabilaberadadi lintas proving.

Pasd 42

Izin ussha pemanfaatan hedil hutan kayu pada hutan dam aau izin ussha pemanfastan hasl hutan
kayu pada hutan tanamen diberiken oleh Menteri berdasarkan rekomendas Bupai atau Wadikota

dan Gubernur.
Paragraf 3
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan |zin
Pasal 43

1) lzin ussha pemanfagian kawasan, izin ussha pemanfeaian jasa lingkungan, izin  ussha
pemanfeetan hasl hutan bukan kayu, dan izin pemunguten hesl hutan kayu dan aau bukan
kayu diberikan dengan cara menggjukan permohonan.

2)  Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebaga berikut:

a.  Permohonan izin sebagamana dimeksud ddam Pesd 37, Pasd 38, Pasd 39, Pad 40
dan Pasd 41 digukan kepada Bupai aau Wadikota dengan tembusan kepada Menteri,
Gubernur dan ingtans yang bertanggung jawab di bidang kehutanan sstempet.

b.  Permohonan izin sebagamana dimeksud ddam Pesd 37, Pasd 38, Pasd 39, Pad 40
dan Paesd 41 digukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau
Wialikota dan ingans yang bertanggung jaweb di bidang kehutanan sestempat..

c. Permohonan izin seébagamana dimeksud ddam Pesd 37, Pasd 38, Pasd 39, Pad 40
dan Pasd 41 digukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati atau
Wadlikota dan ingang yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat.

3) lzin usdha pemanfaatan hasl hutan kayu pada dam aau izin usaha pemanfaatan hesl hutan
pada hutan tanaman sebagamana dimeksud ddam Pesd 42 diberiken mddui  penawaran
ddam pedangan.

4)  Pddangan sshagamana dimaksud ddam ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

5 Pasyaaan pemohonan izin pemanfastan hutan dan pedangan pemanfastan hedl  hutan

kayu sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

Penawaran ddam pddangan izin ussha pemanfastan hasl huten kayu sebagamena dimaksud
daam Pasd 42 diatur sebagai berikut:

a
b.

C.
d.

Menteri menetapkan kriteria hutan produks yang dgpat dildang, daus aed dan kriteria
peserta peldangan;

Menteri mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dildang;

Peminat pedangan menggjukan surat permohonan menjadi peserta peldangan;

Pesata |ldang diberikan kesempatan untuk mdihat ke lgpangan serta mencari  data
seperlunya;

Menteri menetapkan pemenang pedangan.



Pasal 45

Untuk izin usaha pemanfaatan hutan yang kegietannya mengubah bentang dam dan mempengaruhi
lingkungan, dipeduken Andiss Mengena Dampak Lingkungen (AMDAL) seua  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang | zin Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1
Hak Pemegang | zin Pemanfaatan Hutan

Pasal 46

Sdigp pemagang izin pemanfaatan hutan berhak meakukan kegiaglan sesua dengan izin yang
diperoleh.

Ddan mdakuken kegidan sebagamena dimeksud ddam aya (1) pemegang izin
pemanfaatan hutan berhak memperoleh manfaat dari hesil usahanya

Paragraf 2
K ewajiban Pemegang | zin Pemanfaatan Hutan

Pasal 47

Sdtigp pemegang izin pemanfaatan hutan berkewgjiban:

a.  membua rencana kerjauntuk sduruh ared kerja sdama jangka waktu berlakunyaizin;

b. mdaksanakan kegiagan nyata di lgpangan sdamba-lambainya 3 (tigd) bulan sgak
diberikanizin;

Cc. mdaksanekan pendaan batas ared keja pding lamba 3 bulan sgak diberiken izin
usaha, kecudi untuk izin pemungutan hasl hutan;

d.  membuat Iaporan kegiatan secara periodik;

e. mdaksanakan perlindungan hutan di ared kerjanyadari gangguan keamanan;

f.  pemegang izin ddam bentuk Badan Ussha wagib menaausshekan keuangan kegiaan
usahanya sesual tandar akuntans kehutanan yang berlaku;

0.  mempekerjaken tenaga profesond bidang kehutanan dan tenaga lan yang memenuhi
persyaratan sesua kebutuhan;

h.  membayar Provis Sumber Daya Hutan (PSDH)

Pemegang izin ustha pemanfastan kawesan aau izin ussha jasa lingkungan  sdain

melaksanakan kewgiban ssbagaimana dimaksud ddam ayat (1), juga wgib Membayar Iuran

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (11UPH)

BUMN, BUMD dan BUMS pemegang izin usdha jasa lingkungan sdain meaksanakan

kewgiban sebagamana dimeksud ddam aya (1) dan aya (2), juga wagib meakukan

kerjasama dengan koperad masyarakat sgtempat pding lambat 1 (satu) tahun setdah

diterimenyaizn.

Pemegang izin usaha pemanfaatan hesl hutan kayu pada hutan dam aau pada hutan tanaman

selain md aksanakan kewgjiban sebagaimana dimaksud padaayat (1), jugawgib:

a.  membayar luran I1zin Ussha Pemanfaatan Hutan (I1UHP);

b. Membua:
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1. Rencana Kerja Usaha Pemanfastan Hasl Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh
aed kejanya sdama jangka wektu berlakunya izin sdambat-lambanya 1 (satu)
tahun setelah izin diberikan;

2.  Rencana Kerja 5 (lima) Tahun yang pertama sdambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sgak (RKUPHHK) disahkan;

3. Rencana Keja Tahunan (RKT) digukan sdamba-lambatnya 2 (dua) bulan
sbdum RKT tahun bejdan untuk digukan kepada Menteri guna mendapatkan
persetujuannya

Meéakukan penatausahaan hesl hutan;

Medakukan pengukuran aau pengujian hesil hutan;

Membayar Dana Reboisas (DR);

Medaksanakan Sstem sivikultur sesuai lokas dan jenis tanaman yang dikembangkan;

Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan.

Pemegang izin usdha pemanfaatan hasl hutan buken kayu, sdan mdaksanekan kewgiban

sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) jugawsgib:

a.  membayar luran 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

b.  membuat:

1 Rencana Kerja Usdha Pemanfastan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) 10
(sepuluh) tahun sdlambat-lambeatnya 1 (satu) tahun satelah izin diberikan;

2. Rencana Keja 5 (lima) Tahun yang pertama sdambat-lambatnya 3 (tig) bulan
sgak (RKUPHHBK) disahkan;

3. Rencana Keja Tawunan (RKT) digukan sdambat-lanbatnya 2 (dua) bulan
sebelum RKT tahun berjdan.

c. Mdakukan penatausahaan has| hutan bukan kayu;

d  Mdakukan pengukuran dan pengujian hasl hutan bukan kayu;

e.  Menjamin penyediaan bahan baku untuk indudtri primer hasl hutan bukan kayu.

BUMN, BUMD dan BUMS pemegang izin ussha pemanfaatan hasl hutan kayu dan aau

bukan kayu sdain medaksanakan kewgjiban sebagamana dimeksud ddam ayat (1), aya (4)

dan aya (5), juga wgib medakukan kerjasama dengan koperas masyarakat setempat pding

lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanyaizin.

Bentuk kerjasama sebagamana dimeksud daam ayat (3) dan ayat (6) dapat berupa:

a  penyertaan saham;

b.  kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan has| hutan

Pemegang izin ustha pemanfastan hesl hutan wgib meakukan penanaman pada hutan

tanaman pding kurang 50% (lima pulun perseratus) dai luas tanaman yang ditanam

berdesarkan daur tanaman luas aed ddam waktu pding lamba 5 (lima) tahun sgak
diberikannyaizin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Q@ "o oo

Paragraf 3
luran Pemanfaatan Hutan

Pasal 48

luran Pemanfaatan Hutan merupakan pergrimaan negara bukan pgak yang berasd  dai
sumber daya hutan, terdiri dari:

a.  luran lzin Ussha Pemanfaatan Hutan (11UPH);

b.  Provis Sumber DayaHutan (PSDH); dan

c. DanaReboisas (DR)

luran 1zin Ussha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) huruf g
dikenakan kepada pemegang izin ussha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang
diberikan ddamizn.
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luran 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dipungut
sekdi pada saet izin ussha pemanfaatan hutan diberikan.

Provis Sumber Daya Hutan (PSDH) sebegamana dimeksud ddam aya (1) huruf b,
dikenakan kepada pemegang izin pemanfaetan hutan.

Pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan dam didasarkan pada

a.  lgporan hagl cruising pohon yang akan ditebang untuk kayu bulat sedang;

b.  lgporan hesl produks untuk kayu bulat;

c. lgporan atas pembaakan; dan

d.  Igporan hasl hutan lainnya

Pemungutan PSDH aatas hasl hutan kayu yang berasd dari hutan tanaman didasarkan pada
lgporan hasil cruisng (LHC) pohon yang akan ditebang.

Sdigp hasl hutan kayu dan bukan kayu yang berasd dai izin penggunean kawasan hutan
aau kawasan hutan yang mengdami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan
dan dibebani dastitel/hak atas tanah dikenakan PSDH dan atau DR.

Ketentuan pengenaan, pemungutan, pembayaran, penyetoran, pengeolaan, pengaweasan  dan
pengenddian [IUPH, PSDH dan DR sshagamana dimeksud ddam ayat (1) ditetgpkan dengen
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Hapusnya | zin

Pasd 48

Izin pemanfaatan hutan dapat menjadi hapus, apabila

a.  jangkawakiuizinteah berakhir;

b.  izin dicabut oleh pemberi izin sebagal sanks yang dikenakan kepada pemegang izin;

Cc. izin diserahken kembdi oleh pemegang izin dengan pemyataen tertulis kepada perrberi
izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau

d taged voume aau berat yang dizinken ddam izin pemungutan hesl hutan tdah
terpenuhi.

Sebdum izin diterima kembdi oleh pemberi izin ssbagamaena dimeksud ddam ayat (1) huruf

¢, terlebih dahulu diaudit secara komprehensif.

Bedasarkan hasl lgporan audit sebagaimana dimeksud ddam aya (2), pemberi izin dgpat

menerima atau menerima dengan persyaratan atau menolak pengembdian izin tersebut.

Hapusnya izin aas dasar ketentuan sebagamana dimeksud ddam aya (1) tidek

membebaskan kewgiban pemegang izin untuk:

a mdunas <Huruh kewgiban finendd sata memenuhi  kewgibanrkewgiban lan yang
ditetgpkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. mdaksanakan semua  ketentuan-ketentuan  yang  ditetgpkan berkaitan  dengan
berakhirnyaizin sesua dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat hapusnya izin sebagamana dimaksud ddam aya (1) barang tidek bergerak dan atau

tanaman yang telah dibangun dan atau ditanam dalam ared kerjamenjadi milik negara

Dengan hapusya izin sebagamana dimaksud ddam ayat (1) Pemerintah dan aau Pemerintah

Daerah tidak bertanggung jawab atas kewgjiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.
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Bagian Kedelapan
Perpanjangan |zin

Pasal 50

Izin ussha pemanfastan kawasan, izin ustha pemanfastan jasa lingkungan, izin usaha
pemanfastan hedl hutan kayu dan buken kayu, serta izin pemungutan hesl huten kayu dan
bukan kayu yang jangka waktunya telah berakhir dapat diperpanjang.

Perpanjangan izin sébagaimana dimeksud ddam ayat (1) dapat diberikan agpabila memenuhi

persyaraan perpanjangan izin ssbaga berikut:

a  untuk izin ussha pemanfaetan kawasan, izin ussha pemanfastan jasa lingkungan, izin
ussha pemanfaatan hesil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hesil hutan kayu dan
bukan kayu addah penilaian kinerja pemegang izin yang ditetgpkan oleh Menteri;

b. untuk izin ussha pemanfastan hesl hutan kayu pada hutan dam dau izin ussha
pemanfaastan hesl hutan kayu pada hutan tanaman addah penilaian kinerja pemegang
izin oleh Menteri dan mendapatkan sertifikat pemanfastan hutan lestari dari Menteri.

Tehadgp permohonan  perpanjangan izin yang tdah memenihi  persyaatan ssbagamana

dimaksud dadlam ayat (2) berlaku ketentuan sebagal berikut:

a  untuk pepanjangan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin ussha pemafagtan jasa
lingkungan, izin ussha pemanfaatan hedl hutan bukan kayu dan izin pemungutan hedl
hutan kayu dan bukan kayu diberikan oleh:

1) Bupati/Wdikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan indans yang
bertanggung jawab dibidang kehutanan setempat gpabila berada di ddam wilayah
kabupater/kota;

2)  Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati, atau Wadikota dan indans
yang betanggung jawab di bidang kehutanan sstempat gpabila berada di lintas
wilayah kabupatervkota ddam satu proving;

3 Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupeati/Wdikota gpabila berada di
lintas proving.

b. Untuk perpanjangan izin ussha pemanfaatan hesl hutan kayu pada hutan dam aau izin
usstha pemanfastan haesl hutan kayu pada hutan tanaman diberiken oleh Menteri setdlah
mendapat rekomendad dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Terhadgp permohonan perpanjangan izin ussha pemanfastan hesl hutan kayu yang tidek

memenuhi  persyaatan sebagaimana dimeksud ddam aya (2) huruf b, perpanjangan izin

usshanya di tolak dan terhedap ared kerjanya dilakukan penawaran ddam pedangan oleh

Mneteri.

Tda caa dan pasyaaan perpanjangan izin ssbagamaena dimeksud ddam ayat (2) huruf b

dan ayat (4) diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan atau Sekitar Hutan

Pasal 51

Pemberdayaan masyarakat sdempat di ddam dan aau sekitar hutan  dimeksudkan  untuk
meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Untuk meningkatkan kemampuan kdembagaan masyarakat sebagamana dimeksud ddam
aya (1), dilaksanakan dengan difasilitas oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut ssbagaimana dimeksud ddam aya (1) dan aya (2) diaur dengan
Keputusan Menteri.
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BAB IV
INDUSTRI PRIMER HASL HUTAN

Bagian K esatu
Umum

Pasal 52

Indugtri primer hasil hutan bertujuan untuk:
a.  meningkatkan nila tambah hasl hutan; dan
b.  penggunaan bahan baku secara efisen.

Industri primer hasil hutan terdiri dari:

a.  Indugri primer hasl hutan kayu; dan

b.  Indudri primer hasl hutan bukan kayu.

Kapaditasizin indugtri primer hasil hutan tidek melebihi daya dukung hutan secara ledtari.

Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dgpa berasd dari hutan dam, hutan tanaman,
hutan hak, dan hasll dari perkebunan berupa kayu.

Pasal 53

Pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan bertujuan untuk:

a
b.
C.

1
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mewujudkan industri yang efisen, produktif dan berdaya saing tinggi;
mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Pasal 54

Kewenangan pengaturan, pembinean dan pengembangan indudri primer hedl hutan  yang

diatur oleh Menteri mdiputi seluruh indudtri:

a.  pengolahan kayu bulat menjadi kayu gerggian.

b. pengoldhan kayu bulat menjadi sarpih kayu (chip wood), venesr; kayu lgpis (plywood),
Laminating VVeneer Lumber; dan

c.  pengolahan bahan buku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.

Kewenangan pengaturan, pembinean dan pengembangan indudri hedl hutan yang diaur oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindudrian mdiputi sduruh indudi sdain

sebagamana dimaksud daam aya (2).

Ddam upaya menjaga kdedarian sumber daya hutan dan menjaga kesnambungan pasokan

bahan baku, setigp pengembangan indudtri pulp dan kertas wagib membangun hutan tanamen.

Sdan kewgiban sbagamana dimeksud ddam ayat (3), untuk pemenuhan bahan  baku

indugtri pulp dan ketas pemegang izin ussha indudri pulp dan ketas dgpat bekerjasama

dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hedl hutan kayu dan atau meakukan impor bahan

beku.

Pasal 55

Izin usha indudri dan izin ussha pelussan indudri primer hedl hutan kayu dan bukan kayu
dapat diberikan kepada:
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perorangan;
koperas;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

Badan Usaha Milik Swagta (BUMS) Indonesia

Izm usha indudtri penggerggiian kayu dengan kepadtas produkd sampa dengan 2000 (dua
ribu) meter kubik pertahun dapat diberikan kepada:

a  perorangan;

b. koperas

Tanda daftar indudtri untuk industri primer hasl hutan bukan kayu skada kedl dapat diberiken
kepada

a  perorangan;

b.  koperas

Ketentuan kriteria indudri primer hesl hutan sebagamana dimaksud pada aya (1), ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

00T

Bagian Kedua
Perizinan Industri Primer Hasll Hutan Kayu

Pasal 56

Sdtigp pendirian aau perlussan indudtri primer hesl hutan kayu wgib memiliki izin ussha indudri
aau izin perluasan indugtri primer hasil hutan kayu.

D
2)

3

D

Pasal 57

Izin usaha indugri dan izin perluasan indudri primer hasil hutan kayu berlaku sdama indudtri
yang bersangkutan beroperas sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Evduas tehadap indugtri primer hasil hutan kayu dilakuken paing kurang 3 (tiga) tahun
sekdi.

Kriteria dan tata cara evduas terhadgp indudri primer hesl huten kayu diatur dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan zin Usaha Industri Primer Hasl Hutan Kayu

Pasal 58

Permohonan izin usshaindudtri primer hasl hutan kayu dan izin perluasan bagi:

a. indudri penggerhgian kayu dengan kapesitas produks sampa dengan 6000 (enam ribu)
meter kubik pertahun digukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan
Bupati/Walikota;

b. Indugri primer hesl hutan kayu yang mengoleh langsung kayu bulat dan bahen baku
srph menadi sapih kayu (chip wood), veneer dan kayu lapis (plywood), dan
Laminating Venear Lumber dengan kapasitas produks sampa dengan 6000 (enam ribu)
meter kubik per tahun, digukan kepada Gubernur dengen tembusan kepada Menteri dan
Bupati/Wadlikota

C. Indudri primer hasl hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat atau bahan baku
srpih menjadi kayu gerggian; sapih kayu (chip wood); venexr dan kayu lgpis dan
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Laminating Venear Lumber; dengan kapadtas produks diatas 6000 (enam ribu) meter
kubik per tahun digukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perindustrian dan Gubernur.

d  Sduruh indudri hesl hutan sdan sebagamana dimeksud ddam huruf a huruf b, dan
huruf ¢ diguken kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian
dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wdikota.

Persyaratan  permohonan izin usaha indudri primer hedl huten kayu den izin perluasan

sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) huruf a huruf b dan huruf ¢, diaur dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 59

Teahadap permohonen izin usaha indudri primer hesl huten kayu dan aau izin perluasan
sbagamana dimeksud ddam Pesd 58 aya (1) huruf @ huruf b dan huruf ¢, harus
dilengkapi dengan jaminan pasokan bahan baku kayu yang berkeanjutan.

Ketentuan tentang jaminan pasokan bahan baku kayu yang berkdanjutan sebagamana
dimaksud daam ayat (1) diatur ddam Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Perizinan Indugtri Primer Hasll Hutan Bukan Kayu

Pasal 60

Indudtri primer hesl hutan bukan kayu skda kedl waib memiliki tanda daftar indudri yang
diperlakukan sebaga izin usshaindudri.

Sdtigp pendirian aau perluasan indudtri primer hasl hutan bukan kayu skda menengah dan
skaabesar wgib memiliki izin usshaindugtri aau izin perluasan.

Ketentuan lebih lanjut izin ussha indugtri primer hesl hutan bukan kayu ssbagamana
dimaksud ddam aya (1) dan aya (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 61

Tanda daftr indudtri primer hasl hutan buken kayu skda kedl, izin ussha indudri dan izin
perluasan indudtri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku sdama indudri yang bersangkutan
beroperas sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Evaueds kinerjaindugtri primer hadl hutan bukan kayu dilakukan setigp 3 (tiga) tahun sekdi.

Pedoman tentang evduas kinerja indudtri primer hedl hutan bukan kayu ssbagamana
dimaksud ddam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Tata Cara Persyaratan Permohonan Izin Usaha Indugtri Primer Hasl Hutan Bukan Kayu
Pasal 62
Permohonan tanda daftar indudri primer hesil hutan bukan kayu skda kedl, izin ussha

indugri primer hasl hutan bukan kayu dan izin pelussannya digukan kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/ Walikota.
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Persyaratan tanda daftar industri primer hasl hutan bukan kayu skda kedil, izin ussha primer
hesil hutan bukan kayu dan izin perluasannya diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 63

Permohonan tanda daftar indudri primer hedl hutan bukan kayu skaa kedl, izin ussha indudri
primer hasl hutan buken kayu dan izin perlussen sebagamana dimaksud ddam Pasd 62 dilengkapi
dengan kgeasan pemenuhan dan asal usul bahan baku.
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Bagian Keenam
K ewenangan Pemberian 1zin

Pasal 64

Izin usaha indudtri penggerggian kayu dengan kapesitas produks sampa dengan 6000 (enam
ribl) meter kubik per tahun dan tanda daftar indudtri primer hasl hutan bukan kayu skda
kecil, skda menengah den skaa besar diberikan oleh Gubernur dengan memperhaikan saran
aau petimbangan teknis dai indand yang bertanggung jawab di  bidang kehutanan
kabupatenvkota dan persetujuan Menteri.

[zZin ussha indugri primer hasl huten kayu dan izin perlussannya yang mengolah langsung
kayu bulat dan aau bahan baku serpih menjadi serph kayu (chip wood), veneer dan kayu
lapis (plywood), Lamingting Venesr Lumber dengan keapastas produks sampal dengan 6000
(enam ribu) meter kubik per tahun, diberikan oleh Gubernur dengan memperhaikan saran
aau petimbangan teknik indand  yang betanggung jaweb di bidang  kehutanen
Kabupaten/K ota dan persetujuan Menteri.

IzZin ussha indugri primer hasl huten kayu dan izin perlussannya yang mengolah langsung
kayu bula den aau behan bsku sapih menjadi kayu gerggian, sarpih kayu (chip wood),
veneer dan kayu lgois (plywood), Laminating Venesr Lumber dengan kapesites produks
lebih dari 6000 (enam ribu) meter per kubik per tahun dibaiken oeh Menteri  dengan
memperhatikan pertimbangan Gubernur.

SHuruh izin usha indudri primer hesl huten sdain sebagaimana dimeksud ddam ayat (1),
aya (2), dan aya (3) diberiken oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindudtrian
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang | zin

Pasal 65

Sdtigp pemegang izin usshaindudtri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berhak:

a
b.

1

memperoleh kepadtian usaha ddam menjdankan usahanya; dan atau
mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Pemegang izin usahaiindudtri primer hasll hutan kayu dan bukan kayu berkewgjiban:
a.  mendankan usshasesua dengan izin yang dimiliki;
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b. menyusun dan menyampakan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Indudtri  (RPBBI)
Stigp tahun;

c.  membantu memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar lokas industri; dan

d  meaporkan sxara bekda kegigan dan hesl indudrinya kepada pemberi izin dan
indans yang diberikan kewenangan ddam pembineen dan pengembangan indudtri
primer hedl huten.

Ketentuan lebih lanjut kewgiban pemegang izin usaha indudri primer hedl huten kayu dan

bukan kayu sebagaimana dimaksud dadlam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V
HUTANHAK

Pasal 67
Hutan hak adaah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Huten hak sdbagamena dimeksud ddam aya (1) dibuktikan dengen das titd atau hek atas
tanah.

Pasal 68

Pemanfaatan hutan hek dilakukan oleh pemegang hak.
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Pasal 69

Pemanfastan hutan hak yang befungs konsarvas dan lindung dilakukan sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hutan hak yang befungs konsavas daau lindung sebagamana dimeksud ddam ayat (1)
dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.

Ddam hd hutan hek diubsh Sausiya menjadi kawasan hutan sebagamana dimeksud ddam
ayad (2) Pemeintah berkewgiban memberiken kompenses kepada pemegang hek sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ddam hd hutan hak difungskan ssbega kawasan konserves atau lindung, Pemerintah dapat
memberikan insentif kepada pemegang hak.

Pasal 70

Pemanfastan hutan hak yang befungs produks, dgpa dilakukan  kegiagan  untuk
memproduks hedl hutan sesual potens dan daya dukung lahan.
Pemerintah, Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupaten aau Kota berkewgiban untuk
mengembangkan hutan hak meaui pengembangan keembagaen.
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Pasal 71

Pedoman pemanfastan hutan hak sebagamana dimeksud ddam Pesd 68 diaur dengan
Keputusan Menteri.

Pemerintah Kabupaten atau Kota menetgpkan petunjuk peaksanaan pemanfastan hutan hak
berdasarkan pedoman pemanfaatan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1).

BAB VI
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 72

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan
secaa Hektif untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah
status dan fungs.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegigan kehutanan
hanya dapat dilakukan di ddam:

a.  hutan lindung; atau

b.  hutan produks

penggunaan kawasan hutan sebagamana dimeksud ddam aya (2) mdiputi  penggunaan
untuk:

a.  tujuan drategis, dan atau

b.  kepentingan umum terbatas.

Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan drategis sebagamana dimeksud ddam aya (3)
huruf amdiputi kegiatan;

a.  kepetinganrdig;

b.  pertahanan dan keamanan;

C.  pertambangan,

d.  pembangunan ketenagdidrikan dan inddad teknologi energi terbarukan;

e.  pembargunan jaringan tdekomunikas; atau

f.  pembangunen jaringan indtaled ar.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas sebagaimana dimeksud ddam
aya (3) huruf b antaralain mdiputi kegiatan pembangunan;

jdan umum dan jdan (rd) kereta api;

sduran ar bersh dan aau ar limbah;

pengairan;

bak penampungan air;

fadlitas umum;

repegter telekomunikas

stasiun pemancar radio; atau

sasiun rday televis

Penggunaen kawasan hutan sebagamana dimeksud ddam ayat (4) dan aya (5) diaur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.

Se@roo0T R
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BAB VII
PEREDARAN DAN PEMASARAN HASL HUTAN

Pasal 73

Ddam rangka mdindungi hek-hak negara aas hesl hutan dan kdedarian hutan, dilakukan
pengenddian peredaran dan pemasaran hasil hutan meldui penatausahaan hasil hutan.

Semua hesl hutan yang berasd dai hutan negara dilakukan pengukuran dan pengujian oleh
petugas yang berwenang.

Terhadgp fisk hedl huten kayu yang tdah diukur dan diuji sdbegamana dimeksud ddam
aya (2) diberikan tanda sebaga bukti legditas.

Pasal 74

Hasl hutan yang berasd dari hutan hak dilakukan pengukuran dan penetgpan jenis.

Pengukuran dan penetapan jenis hasl hutan sebagamana dimeksud ddam aya (1) dilakukan
oleh petugas yang berwenang.

Hadl hutan yang tdah diukur sebagamana dimeksud ddam aya (2) diberi Surat Keterangan
Asal Uaul (SKAU) yang diterbitken oleh Kepda Desa aau peaba yang setara dan berlaku
sebagal surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 75

Sdigp pengangkutan, penguassan aau pemiliken hesl hutan wgib dilengkapi  bersama-sama

dengan dokumen sura keterangan sshnya hesl huten yang diterbitkan oleh pgabat yang

berwenang.

Sdigp pengangkutan hesil hutan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) harus sesua dengan

dama tuyuan yang tetulis di ddam dokumen Sura Keeangan Sahnya Hasl Hutan

(SKSHH) atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS).

Apdbila diantara i9 dokumen surat keterangan sahnya hedl hutan sebegamana dimeksud

ddam ayat (1) tidek sama dengan keedaen fisk dari jenis jumlah maupun volume hasl

hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidek mempunyal surat-surat sah sebagal bukti.

Dokumen sura yang wgib dilengkepi bersama-sama dengan hesil hutan yang diangkut,

dikuasal atau dimiliki sehagaimana dimeksud ddam aya (1) addah:

a  Sura Keterangan Sahnya Hasl Hutan (SKSHH) untuk hasil hutean yang berasd dai
hutan negara;

b.  Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) untuk tumbuhan dan saiwalliar;

c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hesil hutan yang berasd dari hutan hak.

KSHH, SATS aau SKAU belaku dan dipergunakan untuk mengangkut hesil huten kayu

dan bukan kayu atau tumbuhan dan satwalliar di ddlam wilayah Republik Indonesia

Blanko SKSHH dan SATS dicetak oleh Perusahaan Percetakan yang ditunjuk oleh Menteri.

Keentuan lebih lanjut mengena penalausahaan hesl hutan ssbagamana dimeksud ddam

Pasd 73 aya (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 76

Hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih dilarang untuk diekspor.
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Pasal 77

Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan
buken kayu yang bdum diolah ke pasar ddam negei dan industri primer hasl hutan sebaga
bahan baku berada pada Menteri..

Kewenangan pengauran, pembinsan dan pengembangan pemasaran hasl hutan kayu den
bukan kayu olahan ke pasar luar negeri, berada pada Menteri yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

Ketentuan pengaturan, pembinean dan pengembangan pemasaran hasl hutan kayu dan bukan
kayu, sebagaimana dimaksud delam ayat (1) ditetgpkan oleh Menteri.

Pasal 78

Apabila hesl huten yang diangkut, dikuesa aau dimiliki tidek dilengkepi  bersama-sama
dengan surat keterangan sahnya hesil hutan, maka hasl hutan tersebut dinyatekan sebaga
hes| hutan tidak sah.

Terhadgp hasl huten tidek sah sebagamana dimeksud ddam aya (1) dilakukan proses
penanganan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadgp hasil hutan tidak ssh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pedangan.

Hasl pddangan terhadgp hedl hutan tidek ssh sebagamana dimeksud ddam aya (3), yang
tdah memiliki kekuatan hukum tetgp, sebagian didokasken untuk insentif begi pihek yang
berjasa ddam upaya penyelamatan kekayaan negara.

Ketentuan pemberian insertif bagi pihek yang berjasa ddam upaya penydamatan kekayaan
negara sbagamana dimaksud ddam ayat (3) dan ayat (4) diaur dengan Keputusan Bersama
Menteri dengan Menteri yang bertanggun jawab di bidang keuangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kestu
Umum

Pasal 79

Untuk menjamin tertibnya penyeenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana tata hutan dan
penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
Menteri  berwenang meakukan pembinaan, pengenddian dan pengawasan terhadap kebijakan
Gubernur dan Bupati atau Wadikota

Menteri, Gubernur dan Bupai aau Waikota medakukan pembinaan, pengenddian dan
pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, oleh pihak ketiga.
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Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 80
Pembinaan sebagaimana dimeksud ddam Pesal 79 aya (1) mdiputi pemberian:
a  pedoman;
b.  bimbingan;
c. pdaihan;
d.  arahan; dan atau
e.  pevid.

Pemberian pedoman sebagamana dimeksud ddam aya (1) huruf a dityukan terhedap
penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfastan hutan
dan penggunaan kawasan hutan oleh Pemerinteh Dagrah Propind dan atau Kabupaen atau
Kota termasuk pertanggung jawaban, lgporan, dan evduas aas akuntabilitas  kineja
Gubernur dan Bupati atau Wadikota

Pemberian bimbingan sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf b yang ditujukan terhadap
penyusunan prosedur dan teta kerja

Pemberian pdaihan sbagamana dimeksud ddam aya (1) huruf c dityukan terhedap
sumber daya gparatur.

Pemberian aahan sdbagamana dimeksud ddam aya (1) huruf d mencakup  kegiatan
penyusunan rencana, program dan kegiatankegiatan yang bersfat nesond.

Supavis sbagamana dimeksud ddam aya (1) huruf e ditujuken terhadap pelaksanaan
sebagian  kegidan pengurusen hutan yang dilimpahkan aau diserahkan kepada Pemerintah
Proping, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota

Pasal 81

Pengenddian sebagaimana dimaksud dalam Pasd 79 ayat (2) mdiputi kegiatan:

a  monitoring;

b. evduad; dan atau

c. tindak lanjut

Kegiagan monitoring sebagamana dimeksud ddam aya (1) huruf a addah kegiatan untuk
memperoleh data dan informas, kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan.

Kegiatan evduas sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf b addah kegiatan untuk
menila  keberhaslan pdaksanean  pengdolaan  huten  lestari  dilakukan  secara  periodik
disesuaikan dengan jenis perizinannya

Kegiatan tindak lanjut sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf ¢ merupekan tindak lanjut
hesl monitoring dan evduas guna penyempurnaan kebijakan dan pdaksanean pengdolaan
hutan.

Ketentuan penilaan keberhaslan pdaksanean pengeolaan huten lestari  secara periodik
sebagamana dimaksud dadam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 82

Hasl pengenddian yang dilakukan oleh Bupdi/Wdikota dan Gubenur  sgbagamana
dimaksud ddam Pesd 79 aya (2), ditindak lanjuti oleh pihak ketiga

Rhak ketiga mdaporkan tindak lanjut hasil pengenddian kepada Bupai aau Wadikota dan
Gubernur.



3)  Bupdi/Wadikota dan Gubernur melgporkan tindak lanjut hesil pengenddian kepada Menteri.

Pasal 83

1) Tindak lanjut hasil pengenddian dapat berupa
a.  teguran; dan atau
b. pembadan

2) Teguran sshagamana dimeksud ddam aya (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan
Bupati atau Wdlikota

3) Pembadan sbagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf b yang menyangkut peraturan daerah
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri aas usulan Menteri.

4) Pembaidan sbagamana dimeksud ddam aya (1) huruf b yang menyangkut izin
pemanfastan hutan ditertibkan oleh pemberi izin.

Pasal 84

Pedoman pembinean dan pengenddian sebagamana dimeksud ddam Pesal 79 sampa  dengan
Pasal 83 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 85

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimeksud ddam Pesa 79 ayat (2) diaur ddam Peraturan
Pemerintah tersendiri.

BAB IX
SANKS ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN,
DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

Unttk menjamin daus, keedarian kawasan hutan dan kdedarian fungs hutan meka sdtigp
pemegang izin pemanfaatan hutan, dan usaha indugtri primer hasl hutan, gpabila mdanggar
ketentuan di luar ketentuan pidana sebagamana diatur ddam Pasd 78 Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang K ehutanan dikenakan sanks adminigrtif.

Pasal 87

1)  Sankd adminigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasd 86 berupa
a  penghentian ssmentarapdayanan adminidres;
b.  penghentian sementarakegiatan di lapangan;



Cc. dendaadminidratif;
d.  pengurangan ared kerja; atau
e. pencabutanizin
2) Denda adminigratif sebegamana dimeksud ddam ayat (1) huruf ¢ merupakan penerimaan
negara bukan pgjak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

Bagian Kedua
Sanks Adminigratif | zin Pemanfaatan Hutan

Pasal 88

Pemegang izin ustha pemanfaaian hasl hutan aau izin pemungutan hesl hutan dikenakan sanks
adminigratif berupa penghentian sementara  pelayanan  dokumen SKSHH gpabila tidek membuat
dan menyampaikan lgporan sesua ketentuan.

Pasal 89

Pemegang izin usdha pemanfaaian kawasan, izin ussha jasa lingkungan, izin ussha pemanfastan
hesl hutan aau izin pemungutan hesl hutan, dikenskan sanks adminidratif berupa penghentian
sementara kegiatan di lgpangan, gpabila pemegang izin:

a  tidak meakukan penataan batas ared kerja;

b.  menggunakan perdatan kerjayang jumlah dan atau jenisnyatidek sesua dengan izinnya

c.  Tidak memiliki tenaga profesiond di bidang kehutanan dan atau tenagalain sesua kebutuhan.

Pasal 90

1) Pengenaan sanks adminigratif berupa penghentian sementara pelayanan adminidras  dan
penghentian sementara kegiatan di lgpangan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 87 ayat (1)
huruf a dan huruf b dikenaken untuk jangka wektu sdama 1 (sau) tahun sgak sankd
diberikan.

2) Ddam hd sbdum jangka wektu 1 (satu) tahun sebagamana dimeksud ddam aya (1)
pemegang izin telah memenuhi kewgjibannya, maka sanks dihentikan.

3) Apadila ddam jangka wektu 1 (satu) tahun pemegang izin tidek memenuhi  kewgibannya,
meka izin dapat dicdbut dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kdi dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja

Pasal 91

1) Pemegang izin usstha pemanfaatan hasl hutan kayu pada huten dam dikenakan sanks
adminigratif berupa denda sehesar:
a 10 (spuluh) kdi PSDH terhadap:
1 kdebhan kayu hedl tebangan yang mdebihi tolerans target sébesar 5% (lima
persen) dari totd target volume yang ditentukan ddam Rencana Kerja Tahunan
(RKT);
2. kdebihan kayu hesl tebangan yang meebihi tolerans target 3% (tiga persen) dari
target volume per jenis kayu yang ditetapkan ddam Rencana Kerja Tahuanan
(RKT); atau
b. 15 (limabedas) kdi PSDH terhadap volume:
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kayu hasil penebangan sebelum Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan;
kayu hesl penebangan ddam rangka pembuaen koridor yang tidek ada izin aau
tidak sesual dengan yang tertera ddam izin yang diberikan;

3. kayu hasl penebangan pohon dibawah limit diameter tebang yang diizinkan

4.  kayu hasl penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan; aau

5. kayu hasl penebangan ddam rangka pembuatan jaan angkutan kayu di luar blok

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tanpaizn.

Cc. 20 (duapuluh) kdi PSDH terhadap volume:

1. kayu hasl penebangan pohon yang ditunjuk ssbegal pohon inti tanpaizin;

2. kayu hasl penebangan pohon induk tanpaizin; atau

3. kayu hasl penebangan ulang tanpaiizin.
Pemegang izin ustha pemanfastan hasl hutan pada hutan tanaman dikenakan sanks denda
adminigratif sebesar 15 (lima bdas) kdi PSDH, terhadgp volume kayu hasl penebangan
yang berasd dari pembuatan koridor tanpaizin.
Pemegang izin pemungutan hesl hutan kayu den aau bukan kayu dikenskan sanks denda
adminigratif sesbesar 10 (sepuluh) kdi PSDH terhadgp kelebihan hesl hutan yang meebihi
5% (lima persen) dari target volume per jenis hasl hutan yang terteraddam izin

A o

Pasal 92

Pemegang izin ussha pemanfaatan kawasan aau izin ussha pemanfaatan jasa lingkungan

dikenegkan sanks adminigratif berupa pengurangan aed keja mekimd sduas 20% (dua

puluh persen) dari luas ared kerjanya, gpabila:

a.  tidak memenuhi target produks sesuai dengan rencana kerja yang disahkan; dan atau

b. tidak meaksanakan pengamanan aed kerjanya dai berbaga gangguan keamanan hutan
sesua dengan rencana kerjanya

pemegang izin ussha pemanfastan hedl huten  dikengkan sankd  admingtratif  berupa

pengurangan ared kerja makdmd sduas 20% (dua puluh persen) dai lues ared kerjanya,

gpabila

a.  mengontraken aau menyerahkan sduruh kegiatan usshanya kepada pihek lan tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin

b. tidak menanam sesua dengan rencana kerja pembuaian tanaman yang telah ditetgpkan;
dan atau

c. tidk medaksanekan pendausthean keuangan Kkegidan usdhanya sesua  dengan
ketentuan ddam pedoman standar akuntans kehutanan yang berlaku terhadap izin usaha
pemanfaatan hasl hutan kayu.

Pengurangan ared kerja sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan satdah

ada peingatan tertulis ssbanyak 3 (tiga) kai dengan jangka wektu peringatan masing-mesing

30 (tiga puluh) heri kerja

Pasal 93

Izin ussha pemanfastan kawasan, izin usaha jasa lingkungan, aau izin usaha pemanfaatan

hes| hutan dgpat dicabut, gpabila pemegang izin:

a.  tidak melaksanakan kerjasama dengan koperas masyarakat disekitar hutan;

b. tidek mdakukan usshanya secaa nyaa ddam waktu 180 (seratus delgpan puluh) heri
sgak diberikannyaizn.

c. tidek membayar pungutan bidang kehutanan sesua perauran perundang-undangan yang
berlaku;

d.  meninggdkan ared kerja dan pekerjaannya ssbelum izinnya berakhir;



e. memindahtangankan izin usshanya kepada pihek lan tanpa persetujuan tertulis dari
pemberi izin; aau

f.  dikenskan hukumen pidana sesua Pesd 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan.

2) lzin usdha pemanfaatan haesl hutan sdan mdanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam
ayat (1) dapat pula dicabut, gpabila pemegang izin:

a.  tidak mdaksanakan Ssem sivikultur yang ditetapkan oleh Menteri;

b. tidek meaksanekan kewgiban membaya Dana Reboisss (DR) aas hesl hutan kayu
pada hutan dam; atau

c. tidsk menyerahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL)
aau Rencana Kerja Usaha Hasl Hutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3)  1zin pemungutan hasil hutan dgpat dicabut, gpabila pemegang izin:

a.  tidak membayar pungutan Provis Sumber Daya Hutan (PSDH);

b. tidek mdakukan kegiatan pemungutan hesl hutan ddam wekiu 1 (sau) bulan sgak izin
pemungutan hasl hutan dikeuarkan;

c. memindahtangankan izin pemungutan hesl hutan kepada pihek lan tanpa persetujuen
tertulis dari pemberi izin;

d  memungut hasil hutan yang tidek sesual dengan yang terteraddlam izinnya; aau

e. dkenakean hukumen pidana sesua Pasd 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan.

4)  Pencabutan izin ussha pemanfaatan kawasan, izin usdha jasa lingkungan, aau izin ussha
pemanfaaian hasl hutan dengan dasan sdbagaimaena dimeksud ddam aya (1) huruf a b, ¢
dan d dan aya (2) dilakuken stdah ada peringaan tetulis dari pemberi izin sebanyak 3
(tiga) kdi dengan jangkawaktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja

5  Khusus untuk pencabutan izin ussha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan, aau
izin usaha pemanfastan hesl hutan dengan dasan sebagamana dimeksud ddam aya (1)
huruf e dan huruf f dilakukan tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu.

6) Pencabutan izin pemungutan hasl hutan sebagaimana dimeksud ddam aya (3) huruf a dan
huruf b dilskukan setdah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sbanyak 3 (tige) kdi
dengan jangka waktu peringatan masng-masing 10 (sepuluh) hari kerja

7)  Khusus untuk pencabutan izin pemungutan haesl hutan dengan dasan sebagaimana dimaksud
dadam ayat (3) huruf ¢ dan huruf e dilakukan tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga
Sanks Adminigratif Pemegang |zin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 94

Pemegang izin usaha indudri primer hesl hutan yang meanggar ketentuan sebagaimana diatur
daam Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanks admingtratif, berupa

a.  penghentian sementarausahaindudtri;

b.  penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen; atau

C.  pencabutan izin usshaindudti.

Pasal 95

1) Sankd adminigratif berupa penghentian sementara ussha indudtri  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasd 94 huruf a, gpabila pemegang izin:
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a tidk menyusun dan menyampakan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Indudri
(RPBI) sesual dengan batas waktu yang ditentukan;
b. tidak mempunya tenaga pengukuran dan pengujian hasl hutan.
Pengenaan sankd  penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimeksud  ddam  ayat
(1) dikenakan sampal pemegang izin dapat memenuhi kewgjibannya

Pasal 96

Sankd adminidraif berupa penghentian sementara pemberian  peayanan  dokumen  Surat

Keterangan Sahnya Hasl Hutan (SKSHH) usaha industri sebagaimana dimaksud ddam Pasd

A huruf b, apabila pemegang izin:

a.  tidek membua dan menyampakan Laporan Mutes Kayu Bula (LMKB) aau Lgporan
Mutas Has| Hutan Bukan Kayu (LMHHBK); atau

b.  tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutas Hasl Hutan Olahan (LMHHO).

Pengenaan sanks penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen Surat  Keterangan

Sahnya Hasl Hutan (SKSHH) sebagamaena dimeksud ddam ayat (1), dikengken sampa

pemegang izin dapat memenuhi kewgjibannya

Pasal 97

Sankd adminigratif berupa pencabutan izin ussha indudsi sebagaimana dimeksud ddam

Pasd 94 huruf ¢, gpabila pemegang izin:

a.  mdakukan perluasan usshaindudri tanpaizin;

b.  mdakukan pemindahan lokas usshaindudri tanpaizn;

c. menimbulken pencemaran dan kerussken terhadgp lingkungan hidup yang meampaui
batas baku mutu lingkungan;

d  menadah, menampung, atau mengolah bahan baku haesl hutan yang berasd dari sumber
bahan baku yang tidek sah (illegd); atau

e. mdakukan kegiatan ussha indudri tidek sesua dengan ketentuan yang ditetapkan daam
izin yang diperolehnya

Pencabutan izin usaha indudri dengan dasan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dilakukan setdah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sebanyak 3

(tiga) kdi dengan jangkawaktu peringatan masing-masng 30 (tiga puluh) hari kerja

Khusus untuk pencabutan izin ussha indudtri dengan dasan sebagamana dimeksud ddam

aya (1) huruf d dilakukan setéeh ada putusan pengadilan yang mempunya kekuatan hukum

tetap.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanks Adminigtr atif

Pasal 98

Tda caa pengenaan sanks adminigreif izin pemanfastan huten aau izin ussha indudri  primer

hesl|

hutan seébegamana dimeksud ddam Pasd 87 sampa dengan Pesdl 97 digur dengan

Keputusan Menteri.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka:

a tehadgp Hak Pengussheen Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasl Hutan yang diberikan
berdesarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebdlum  ditetgpkannya  Peraturan
Pemerintah ini tetgp berlaku sampai haknya aau izinnya berakhir;

b. izin usha indudri primer hasl hutan, izin tanda daftar indugtri yang diberikan berdasarken
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku;

c. tehadgp pemohonan HPH kayu pada hutan dam dan hutan tanaman bak untuk
perpanjangan maupun permohonan baru, yang sudah sampa pada tingkat persetujuan pringp,
proses penye esaiannya dengan cara penggjuan permohonan.

d.  Tehadgp permohonan HPH kayu pada huten dam dan hutan tanaman bak untuk
pepanjangan  maupun permohonan baru yang bdum sampa  tingka persgtujuan  prindp,
proses penydesdannya dilakukan dengan cara pddangan  sebagamana  diaur  ddam
Peraturan Pemerintah ini.

e. Tehadgp kewenangan tata hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang teah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan
Ustha Milik Negara tetgp berlangsung dan pdéaksanaanya disesuaiken dengan  Peraturan
Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerinteh Nomor 6 Tahun 1999
tentang Pengusshaan Hutan dan Pemungutan Hasl Hutan pada Hutan Produks dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 101

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan peaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengustheen Hutan dan Pemungutan Hasl Hutan pada Hutan
Produks tetap berlaku sgpanjang tidek betentangan aau bdum dicabut aau diganti dengan
peraturan pel aksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 102

Peraturan Pemerintah ini mula berlaku sgjak tanggd diundangkan.
Agar sigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa



Ditetgpkan di Jekarta
Pada tanggd 8 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
Padatanggd 8 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd
BAMBANG KESOWO
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Sdinan sesual dengan adinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 34 TAHUN 2002
TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

UMUM

Bangsa Indonesa dikarunia dan mendgpaiken amanah Dai Tuhan Yang Maha Esa kekayaan dam
berupa hutan yang tidek ternila harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimenfastkan
dengan sbaik-baiknya berdesarken akhlak mulia, sebagal ibadsh dan pewujudan rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ddam rangka pengdolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimd dari hutan dan kawasan
hutan bagi kesgahteraan masyarakat, maka pada prindpnya semua hutan dan kawasan hutan depat
dikdola dengan tetap memperhaikan gfd, karakterisik dan keutamaanya, serta tidak dibenaken
mengubah fungs pokoknya yatu fungs konservad, lindung dan produks. Oleh karena itu ddam
pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungs tersebut.

Dengan berlakunya Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasd 22, Pasd 27,
Pasd 29, Pasd 33, Pasd 34, Pasd 36, Pasd 37 dan Pasd 38 yang mengatur Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengdolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Huten,
dilskukan dengan pemberian izin usaha pemanfastan kawasan, izin ussha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfastan hesl hutan kayu dan izin ussha pemanfaetan hesl hutan bukean
kayu, den izin pemungutan hesl hutan kayu den buken kayu, sarta izin pinjan peka kaweasan
hutan, meka pemegang izin disamping mempunyal hek pemanfaatan juga harus bertanggung jaweb
aas segda macam gangguan dan kerusskan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan
kepadanya

Kawasan hutan produks yang dgpat dikonvers dan penggunsen kawasan hutan dengan daus
pinjam peka dgpat diterbitkan izin pemanfastan kayu/izin pemanfastan hesl hutan bukan kayu
dengan menggunakan Kketentuantketentuan izin ussha pemanfastan hasl huten kayu aau bukan
kayu pada hutan dam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ddam rangka pengembangan ekonami rakyat yang berkeadilan, meka usaha kecil, menengah dan
koperad mendapatkan kesempatan sduas-luasnya daam pemanfaatan hutan.

Badan Uaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik
Swada Indonesa (BUMS Indonesa) seta Kopeas yang memperoleh izin ustha dibidang
kehutanan, wgib bekerjasama dengan koperas masyaska stempat dan  secaa  bekaa
memberdayakannya untuk menjadi unit ussha koperas yang tangguh, mandiri dan professond,
sehingga sstara dengan pelaku ekonomi lainnya

Untuk menjamin  pelaksanaan pemanfastan hutan guna mencapa  tujuan dan Ssasaran yang
diinginkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan.



Guna memberiken landasan hukum  bagi pdeksanean tata hutan dan penyusunan  rencana
pegelolaan hutan, pemanfaastan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang berkeadilan maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jdas
Pasal 2
Aya (1)
Kegiaan pengdolaan hutan mdliputi:
a.  tatahutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
b.  pemanfaaian hutan dan penggunaan kawasan hutan;
c. rehadilitas dan reklamas hutan; dan
d.  perlindungan hutan dan konsarves dam.
Perauran Pemerintah ini hanya mengatur mengena taa hutan dan  penyusunan
rencana pengdolaan hutan, sata pemanfastan hutan dan  penggunaan  kawasan
huten. Sedangkan untuk kegiaan rehabilited dan reklamas hutan serta perlindungan
hutan dan konservas dam diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Aya (2)
Cukupjeas
Pasal 3
Aya (1)
Cukupjelas
Aya (2)
Pdimpahan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengeolaan  hutan,
pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan pada wilayah dan aau hutan kegiaan
tertentu didesarkan pertimbangan adanya kekhasan dagrah serta kondis sosd dan
lingkungan yang sangat tekat dengan kdedaian hutan dan  kepentingan
masyarakat |uas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus.
Pelimpahan kewenangan kepada Badan Ussha Milik Negara tersebut tidek termasuk
kewenangan publik atau kewenangan pemerintahan umum.
Pasal 4
Aya (1)
Tda hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfastan hutan dan
penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dgpat ditetgpkan pada hutan
konsarvad, hutan lindung atau hutan produkd.
Ayat (2)
Cukupjelas
Aya (3)

Tda hutan dan penyusunan rencana pengdolaan hutan, pemanfastan hutan dan
penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dilakukan dengan menggunakan
izin sebagamana diatur ddam Peraturan Pemerintah ini.



Aya (4)

Pasdl 5

Cukupjelas

Aya (9

Ay (2

Pasal 6

Taa hutan merupakan kegiatan awa ddam pengdolaan hutan mencakup rancang

bangun unit pengdolaan dengan memperhatikan hakchak masyarakat dan keadaan
hutan, mengdompokan sumber daya hutan sesud ekossgem dan potens  hutan,
meakukan pembegian blok ke ddam petek.

Cukupjeas

Cukupjelas

Pasal 7
Aya (1)

Aya (2

Huruf a
Taa huten cagar dam dengan rancang bangun batas-batas dam dan
keberadaanya tidek boleh dilakukan perubshan, tetgp adi  sebagamana
adanyaawd tercipta keedaan habitat cagar dam tersebut.

Huruf b
Cukupjdas

Penentuan batasbatas kawasan pengdolaan yang ditata didasarkan pada peta unit
pengelolzan.

Ddam rencana pengdolaan dapat dilengkapi dengan pendlgpan taa letak kawasan
yang mencarminkan pendayaguneen fungs seperti lokas  tetgp  untuk  monitoring
sumber daya dam hayai dan ekodsem bag kepentingan penditian pendidiken dan
ilmu pengetahuan dam termasuk lokas sxana  pengdolaan  penditian  dan
pendidiken.

Aya (3

Pasdl 8

Pembagian kawasan ke ddam blok-blok disesuakan dengan potens dan  kondis
kavesan yang antara lan tedii dai blok rehabilitas habitat, blok rehabilitas
populas, blok pembineen hebitat dan populas satwa dan blok lannya disesuakan
dengan kebutuhan pdestarian sumber daya dam hayai dan ekosstemnya

Aya (1)

Cukupjelas

Ay (2)

Cukupjelas



Aya (3)

Huruf a
Zona inti merupekan bagian kawasan taman nedond yang hanya dgpa
dimanfastkan bagi  kepentingan  penditian  dan  pengembangan  yang
menunjang  pemanfaatan, ilmu  pengetahuan, pendidiken dan aau kegiaan
penunjang budidaya dan ssbagal sumber plasma nuitfah.

Huruf b
Zona pemanfastan merupakan bagian kawasan taman nasond yang hanya
dgpat dimanfaetken bagi kegiaan pengusahean pariwisata dam dan rekreed,
penditian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidiken dan
aau kegiatan penunjang budidaya.

Huruf ¢
Zona lannya addah zona di luar zona inti dan zona pemanfastan yang
karena fungs dan kondisnya ditetapkan sebaga zona tertentu seperti zona
rimba, zona pemanfasatan tradisond, zona rehabilitas dan sebagainya

Pasal 9
Aya (1)
Lihat penjdlasan Pasd 7 ayet (2)
Aya (2)
Huruf a
Blok pemanfagtan diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dam termasuk
pembangunan sarana dan prasarana wisata.
Huruf b
Blok koleks tanaman diperuntukkan untuk koleks tumbuhan.
Huruf ¢
Blok pelindungan diperuntukkan bagi  pelindungan  jenisjenis  tumbuhan
dan satwadari pengaruh kegiatan tersebut.
Huruf d
Blok lannya addah bagian dai kawasan taman hutan raya yang lan
kondisnya sehingga memerlukan perlekuan khusus misd blok pemanfaatan
tradisond, blok rehabilitas den lain-lan.
Pasd 10
Aya (1)
Lihat penjdasan Pasal 7 ayat (2)
Aya (2

Huruf a
Blok pemanfagtan intensf merupakan begian dari taman wisata dam yang
dimanfastkan untuk kegiatan pariwisata dam temasuk untuk pemenuhan
Saranadan prasarananya.

Huruf b
Blok pemanfastan terbatas merupakan bagian dari taman wisata dam yang
dimanfagtken untuk kegiatan wisata dam dengan kegietan khusus atau
tertentu.



Huruf ¢
Blok lannya merupsken bagian dari tamen wista dam yang kondis den
potensnya perlu difungsken secara khusus misa blok  perdindungan  dan

blok rehebilites.
Pesd 11
Aya (1)
Cukupjelas
Aya (2)
Huruf a
Blok buru merupakan bagian dai kaweasan taman buru yang diperuntukkan
bagi kegiatan berburu.
Huruf b
Blok pemanfaatan merupakan bagian dai kawasan taman buru yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana wisata buru.
Huruf ¢
Blok pergembangan saiwa merupakan bagian dari kawasan taman buru yang
diperlukan begi satwa untuk berkembang bisk.
Huruf d
Blok lannya merupekan bagian dai kawasan tamen buru yang sesua
dengan kondis lgpangan dimaksudkan untuk  kegiglan  khusus, misdnya
untuk pengamanan satwa aal manusia
Pesd 12
Aya (1)
Cukupjdas
Aya (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pada blok pemanfastan dimungkinkan mdakukan kegiatan pemanfastan
hutan dan penggunaan kawasan hutan.
Huruf ¢
Pada blok lannya dimungkinken meakukan kegiatan rehabilitas sebaga
akibat kebakaran hutan atau perbuatan yang merusak hutan.
Pesd 13
Aya (1)

Huruf a
Cukup jelas



Aya (2)

Ped 14

Huruf b
Hadl-hesl inventarises  dituangken ddam risdah yang dipergunekan  untuk
kepentingan tata hutan dan penyusunan  rencana  pengdolaan  huten,
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Huruf ¢
Perisdahan hutan produks merupekan kegiglan inventarisss ddam  rangka
pengumpulan data tentang keedsen, potens den data lan ddam blok dan
petak.

Huru d
Pembagian hutan produks ke ddam blok-blok dengan memperhatikan
potend dan kondis hutan ddam rangka pemanfastan hutan, penggunaen
kawvasan hutan, reklames huten sarta pelindungan hutan dan konserves
dam.
Pembagian kawasan ke ddam blok-blok dan pembagian blok ke ddam
petak-petak sesual dengan potens dan kondis hutan.

Huruf e
Cukupjdas

Huruf f
Pembukaan wilayah hutan merupakan kegiatan pembangunan prasarana
pengdolaan hutan dan bukan merupskan kegiatan pembdakan, tetapi
merupakan kegiaen untuk  memberiken kemudahan ddam  peaksaneen
pengelolaan hutan, misanya untuk jalan pemeriksaan aau patroli.

Huruf g
Registras  meupakan  kegiadan  pencatadan  hasl  kompartemenisag,
perisdahan dan pembukaan wilayah hutan.

Huruf h
Cukup jelas

Cukupjdas

Cukup jdas

Pasd 15
Aya (1)

Ay (2

Aya (3)

Ay (4)

Cukupjdas
Cukupjelas

Kriteria pengdolaan hutan secara ledari mencakup aspek ekonomi, sosd  dan
ekologi antaralan mdiputi:

a kawasan hutan yang mantap

b. produks yang berkdanjutan

C. manfaat sosd bagi masyarakat disekitar hutan; dan

d. lingkungan yang mendukung system penyangga kehidupan.

Cukupjeas



Pesd 16
Cukupjelas

Pad 17
Pemanfaatan hutan pada hutan konservas mdiputi:
a pemanfastan hutan pada kawasan suaka dam;
b. pemanfaatan hutan pada kawasan pelestarian dam; dan
C. taman buru
Peraturan perundang-undangan yang berleku addah peraturan  perundang-undangan di
bidang pengussheen paiwista dam di zona pemanfastan nesond, taman hutan raya,
taman wisata dam dan perburuan satwa buru.

Pad 18
Ayat (1)
Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimeksud untuk meningkatken kesgahteraan
mesyarekat terutama masyaraka di sekitr hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk menjaga dan meningkatken fungs huten lindung ssbega amanah
untuk mewujudkan kdedarian sumber daya dam dan lingkungan bagi generes
sekarang dan generad yang akan datang.
Ayat (2)
Cukupjeas
Pesd 19
Aya (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Di ddam sau keputusan pemberian izin usaha pemanfastan kawasan pada hutan
lindung dapat mdiputi kegiatan budidaya tanamen oba, budidaya tanamen hias
budidaya jamur dan perlebahan.
Aya (3)
Cukupjdas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukupjeas
Aya (6)
Untuk usaha budidaya penangkaran satwa lir di ddam huten lindung depat
dibangun sarana dan prasrana ddam bentuk kandang aau membangun semi dami
saranadan prasarana.
Sawa liar untuk ussha budidaya penangkaran diperoleh dari dam sesua perauran
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (7)
Usaha budidaya ssrang burung waet dilakukan secara damiah antara lain di ddam
goa tanpa membangun sarana dan prasarana.
Pesd 20
Aya (1)

Cukupjelas



Ayat (2)
Cukupjelas

Aya (3)

Huruf a
Ustha wisata dam addah ussha memanfaatken paens kenyamanan dan
keindahan bentang dam. Dadam usdha wisata dam dgpat dibangun sarana
dan prasarana yang bersfat semi permanen.

Huruf b
Ddam penydenggaaan ussha oldraga tantangan, pemegang izin  dapat
menggunakan sarana dan prasyana dami dan diarang membangun sxana
dan prasarana.
Usdha olah raga tantangan pada hutan lindung antara lan meuputi usaha
olah raga sgpeda gunung, arung jeram, panjat tebing, mendaki gunung.

Huruf ¢
Usaha pemanfaatan air dilakukan atas sumber ar yang kedluar secara dami.
Untuk menunjang ussha pemanfaatan ar hanya dapat dibangun sarana
penyduran ar berupa jaringan pipa Sedangken untuk sarana pengolahen ar
dibangun di luar hutan lindung. Ussha pemanfaatan ar tidek termasuk
pemanfaatan ar untuk keperluan non komersa dan aau kehidupan sehari-
hari masyarakat di sekitar hutan.

Hurud d
Usaha perdagangan karbon addah ussha penyedisan jasa penyergpan dan
aau penyimpanan karbon oleh hutan, termasuk menjaga, memdihara dan
merehabilitas ekosstem hutan.
Usaha perdagangan karbon dapat dilakukan disemua fungs hutan pada hutan
negara dan atau hutan hak.
Ustha pedagangan kabon dagpat dilakukan antara Pemerintah  dengan
indugtri  pengemis  karbon, bak beupa invetas ddam proyek-proyek
peningkatan  kgpaditas penyergpan  dan  a@au  penyimpanan  karbon,
pencegahan emis  kabon dai hutan maupun kompensas  aas  hilangnya
manfaet lain berkenaan dengan penyediaan jasa dimaksud.

Huruf e
Ustha penydamaan huten dan  lingkungan addah ussha ddam  bentuk
renabilites dan aau penydamatan kawasan dan lahan. Usaha penyeamatan
hutan dan lingkungan merupekan ussha bukan komersd aau kompensss
untuk menydametkan atau memperbaiki lingkungan.

Pesd 21

Ayat (1)
Pemungutan hesil htuan bukan kayu peada hutan lindung hanya boleh dilskukan oleh
masyaraket di skitar hutan untuk memenuhi kehidupan ekonomi sehari-hari.

Aya (2)
Perburuan satwa liar ddam hutan lindung peda daesanya addah ussha untuk
medakukan perburuan das potens sawa liar yang tidek dilindungi. Untuk memenuhi
kebuuhan sehari-hari masyarakat disekitr hutan, dgpat melakukan perburuan secara
tradisona dengan menggunakan perdatan tradisond.

Ayat (3)
Peraturan  perundang-undangan yang dimeksud addah peauran  perundang
undangan di bidang konservas sumber daya dam hayati dan ekosstemnya.



Pasd 22
Ayat (1)
Cukupjelas

Aya (2)
Cukupjdas

Aya (3)
Temasuk yang tidek dgpat diberikan izin ddam aed yang tdah dibebani izin
pemanfeatan hutan addah izin pemungutan haesl hutan yang diberikan dengan
batasan volume. Misdnya pada ssbagian kawasan hutan lindung yang mempunyai
keindahan dan aau keunikan bentang dam untuk dikembangken wista dam dan
diberikan izin usaha jasa lingkungan, tidak dapat diberikan izin lainnya

Aya (4)
Cukupjelas

Ayat (5
Cukup jelas

Pesd 23

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjeas

Ayat (3)
Jumlah tertentu addah untuk setigp jenis hadl hutan bukan kayu seperti madu, rotan,
dan lanlain. Lokas tidek tumpang tindih dengan izin usaha pemanfaatan kawasan
dan atau pemenfaatan jasa lingkungan ussha wisata dam.

Pesd 24
Ayat (1)
Cukupjeas
Aya (2)
Cukupjdas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukupjeas
Huruf b
Untuk menjaga kdedarian hesl huten, di ddam memungut hasl hutan
buken kayu, tidak boleh mdebihi potens petumbuhen yang tersedia di
dam.
Huruf ¢
Cukupjeas

Pasd 25
Cukupjelas

Pesd 26
Ayat (1)
Cukupjelas



Ay (2
Ustha pemanfaatan kawasan pada hutan produks berupa budidaya tanaman obd,
budidaya tanaman hias budidaya tanaman pangan, budidaya jamur, dan budidaya
lebah dapat diberikan ddam sau izin.

Aya (3)
Kegiatan pengolahan dan pemasaran dilakukan di luar hutan produks.

Ayat (4)
Cukupjeas

Ay (5) _ _
Untuk ussha budidaya aau penangkaran satwa ddam  hutan produks  depet
dibangun sarana dan prasarana daam bentuk pagar dan base camp.
Sawa liar untuk usaha budidaya aau penangkaran dgpat diperoleh dari dam sesua
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)
Cukupjeas
Pesd 27
Aya (1)
Cukupjdas
Ay (2
Huruf a
Usdha wisata dam mdiputi ussha untuk memanfaatkan potens  keindahan
bentang dam dan lingkungan.
Usdha wisata dam di ddam hutan produks boleh membangun sarana dan
prasarana wisata dam.
Huruf b
Usaha olah raga tantangan pada hutan lindung antara lain mdiputi usaha olah
raga sgpeda gunung, arung jeram, panja tebing, mendaki gunung, dan lintas
dam.
Ddam penydenggaraan ussha olah raga tantangan dapat dibangun sarana
dan prasarananya.
Huruf ¢
Usaha pemanfaatan ar dilakukan terhadgp ar yang kduar dari atau melewati
hutan secara dami dan dgpat dilakukan dengan membangun sxrana dan
prasarana penampungan dan penyduran air.
Ustha pemanfagtan ar tidek termasuk pemanfaatan ar untuk kehidupan
sehari-hari masyarakat di sekitar huten.
Huruf d
Cukup jdas
Huruf e
Ustha penydamaan huten den lingkungan addah ussha ddam  bentuk
rehabilitas dan atau penydamatan kawasan dan lahan.
Ustha penydamaan hutan dan  lingkungan merupekan  ussha  bukan
komasd aau kompensas untuk  menydamatkan a@au  memperbaiki
lingkungan.
Pasd 28
Huruf a

Uscha pemanfaatan hesl huten kayu dan aau bukan kayu pada hutan dam,
sebelumnya dissbut Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Usaha pemanfastan hasil hutan
kayu pada hutan dam pada dasarnya hanya diberikan untuk penebangan kayu dan
aau bukan kayu dengan cara tebang pilih atas dasar kdedaian hutan, dengan



kewgjiban untuk mengadakan permudean secara dami aau buatan dan pemdiharaan
hutan.
Huruf b

Usaha pemanfastan hesl huten kayu dan aau buken kayu pada hutan tanaman,
ssbdumnya dissbut Hek Pengussheen Huten Tanamen (HPHT) aau  Hak
Pengusshaan Hutan Tanaman Indudri (HPHTI). Usaha pemanfastan hasil hutan
kayu pada hutan tanaman pada dasanya pada saat pemanenan hasl dapat dilakukan
dengan cara tebang habis dengan penanaman kembdi atau sama dengan pengertian
tebang habis dengan permudaan buatan.

Pasd 29
Cukupjelas

Pasd 30
Aya (1)
Tanaman bukan kayu berupa sagu, bambu, rotan dan lain-lain
Aya (2)
Huruf a
Cukupjdas
Huruf b
Tanaman campuran addah tanaman campuran jenis komoditas tanaman
hutan.
Aya (3)
Cukupjelas
Aya (4)
Cukupjelas

Pesd 31
Indang terkait yang dimeksud antara lain indans yang bertanggung jaweab di bidang energi
dan sumber dayaminerd.

Pesd 32
Aya (1)
Jumlah volume yang dibeikan ddam pemungutan hesl hutan kayu disesuaikan
dengan kebutuhan untuk rumah atau fasilitas umum.
Aya (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjeas
Aya (4)
Cukupjelas
Aya (5)
Cukupjelas
Aya (6)
Cukupjdas

Pesd 33
Cukupjelas

Pasd 34
Aya (1)
Y ang dimaksud dengan dipindah tangankan hanya terbatas padajud bdli.



Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjeas

Ayat (4)
Cukupjdas

Pasd 35
Ayat (1)
Cukupjelas
Aya (2)
Cukupjeas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjeas
Ayat (5)
Jangka waktu disesuaikan dengan rencana jenis tanaman pokok.
Ayat (6)
Huruf a
Jumlah tersebut tidek termasuk yang berasd dari limbah penebangan dan
dari pohon tumbang karenadam.
Huruf b
Jumlah den bea mesng-mesng jenis disesuakan dengan potens  hesl
hutan bukan kayu.

Pasd 36
Aya (1)
Perorangan yang diberiken izin ussha pemanfaatan kaweasan aau izin pemungutan
addah perorangan yang berada di ddam atau disekitar hutan.
Koperad yang dimeksud addah koperad masyarska satempat yang bergerak di
bidang usaha kehutanan.
Aya (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukupjeas
Huruf ¢
lzin  pemanfastan jasa lingkungan ddam  bentuk  rehebilites dan
penydamatan kawasan dan lahan aau memperbaki  lingkungan  dgpat
diberiken kepada investor aau pemodd asng yang berbentuk perseroan
terbatas yang berbadan hukum Indonesia
Huruf d
Cukupjdas
Ayat (3)
Izin usaha pemanfaatan hasl hutan kayu pada hutan tanaman dapat diberiken kepada
invesor aau pemodd asng yang bebentuk perseroan terbatas yang berbadan
hukum Indonesia
Aya (4)
Cukupjelas
Ayat ()
Cukupjeas



Ayat (6)
Cukupjelas

Pesd 37
Cukupjelas

Pasd 33
Cukup jdas

Pasd 39
Cukupjelas

Pasd 40
Cukupjelas

Pad 41
Cukupjelas

Pasd 42
Menteri secara bertahgp dan sdekiif dapat mdimpahkan kewenangan pemberian izin usaha
pemanfastan hesl hutan kayu pada hutan dam aau izin ussha pemanfastan hesl hutan
kayu pada hutan tanaman kepada deerah, tergantung kepada kesgpan daerah yang
bersangkutan baik dari sagi kdlembagaan, vid, dau mis.

Pasd 43
Cukupjelas

Pesd 44
Cukupjelas

Pesd 45
Cukupjdas

Pesd 46
Cukupjelas

Pad 47
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kegiatan secara nyaa yang dimeksud addah berupa memasukkan perdatan
mekanis minima 50% dari unit perdaan yang ditentuken ke ddam ared
kerja seta membangun sxana dan prasarang, untuk pemegang izin ussha
pemanfaetan hasil hutan kayu.

Huruf ¢
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjeas

Huruf e
Perlindungan hutan mdliputi, antaralain:
1. pencegahan adanya penebangan pohon tanpaijin;



pencegahan atau pemadaman kebakaran hutan;

penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;

pencegahan perburuan satwalliar dan atau sstwayang dilindungi;

pencegahan penggargpan dan atau penggunaan dan aau  menduduki
kawasan hutan secara tidak sah.

pencegahan perambahan kawasan hutan; dan atau

pencegahan terhadap gangguan hama dan penyakit.

abswnN

N o

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Tenaga profesond bidang kehutanan yang dimeksud addah  Sajana
Kehutanan dan tenaga teknis menengah yang mdiputi lulussn  Sekolah
Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Diploma Kehutanan serta tenaga
tenaga hasl pendidkan dan laihen kehutanan antara lan penguji kayu
(grader), penjdgah (cruiser), pengukur (scaer).
Sedangkan tenaga lan yang dimeksud addah tenaga ahli di  bidang
lingkungan, sosd, ekonomi dan hukum.
Huruf h
PSDH dibayar ssbdum hasl hutan tersebut diangkut aau diolah aau
dipergunakan.
Ayat (2)
luran 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan dibayar lunas sebelum izin diterbitkan.
Ayat (3)
Cukupjelas
Aya (4)
Huruf a
Cukup jeas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukupjdas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Sgem dglvikultur addah system budidaya hutan aau teknik bercocok tanam
yang dimula dai pemilihen benih aau bibit, persamaan, penanaman,
pemdiharaan tanaman dan pemanenan.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukupjelas
Aya (6)
Cukupjdas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kejasama ussha pada segmen kegiatan ussha pemanfastan hasl  hutan,
ddam bentuk kegiatan antara lain, ddam bentuk kegiatan penaiaan batas
aed keja baas blok dan batas petak kerja, kegiatan pembukaan wilayah



hutan, penebangan aau pemanenan hasl hutan, penyigoan lahan, perapihan,
inventarisas potens hasl hutan pengadaen benih den bibit, penanaman dan
pengayaan, pembebasan, pengangkutan, pengolahan hasl hutan, pemasaran
hes| hutan dan kegiatan pendukung lainnya

Ayd (8)
Yang dimaksud 50% (lima pulun persraius) dari luas tanaman yang wgib ditanam
sdama 5 (lima) tahun addah:

50% X 5 Tahun X Luas Ared
Daur (Th)

Pasd 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjeas
Aya (3)
Cukupjdas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukupjeas
Aya (6)
Cukupjdas
Ayat (7)
Yang dimeksud dengen dibebani das titlelhak atas tanah dapat berupa sertifikat
seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakal.
Ayat (8)
Cukupjeas

Pesa 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Sebdum  dilekukan  pencabutan  izin  telebih  dahulu  dilaksanekan
pemeriksaan lgpangan.
Huruf ¢
Pernyataan tertulis dilengkepi dengan dasan-diasan yang cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Aya (2)
Cukupjdas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Huruf a
Apdbila pada wektu izin berakhir aau dicabut pemegang izin  bdum
medunas  kewgiban finangd, dan kewgiban lannya Pemerinteh aau
Pemerinteh Dagrah dapat meakukan upaya peksa antara lan  dengan



penyitean barang-barang bergarak milik pemegang izin seua  dengan
peraturan perundang-undangan yang berl aku.

Huruf b
Cukup jelas
Aya (5)
Barang bergerak tetgp menjadi milik pemegang izin.
Ayat (6)
Pihak ketiga yang dimaksud antaralain kreditor, mitra usaha
Pasd 50
Cukupjelas
Pesd 51
Ayat (1)
Masyarakat sstempat addah masyarakat yang berada di ddam dan atau di sekitar
hutan yang merupekan kestuan komunites sodd yang didasarkan pada persamaen
mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesgarahan, keterikatan tempat
tinggd, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dadam wadah kelembagaan.
Memberdayakan masyarakat satempat addah  upaya  untuk  meningketkan
kemampuan dan kemandirian ddam memanfaatkan hutan.
Untuk mewujudken pemberdayaan masyarakat yang dimeksud dgpat  dilaksanekan
medui hutan kemasyarakatan.
Aya (2)
Fadlitas oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Dagrah dilaksanakan sesua dengen
kewenangannya antara  lan  mddui  pengakuan  daius  legditas,  penguaan
kdembagaan, bimbingan produkd, bimbingan teknologi, pendidiken dan Ildihen,
akses terhadap pasar, serta pemberian hak dalam pemanfaatan.
Ayat (3)
Cukupjelas
Pad 52
Ayat (1)
Indugtri primer hesl huten addah industri hulu haesl hutan sebagaimana dimeksud
ddam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengertian dari
penggunaan bahan baku secara efisen addah penggunean bahan baku  untuk
meminimalkan limbah dan menghesilkan produk bernila tinggi.
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)

Untuk memenuhi  kebutuhen bahan baku indudtri  primer hesl  hutan  harus
diperhatikan kemampuan daya dukung hutan secara ledtari.

Aya (4)
Ddam hd tetentu untuk meningkatken daya sang, bahan baku indudri primer
dapat berasd dari impor.

Pesd 53
Cukupjelas

Pasd 54
Cukupjelas



Pesd 55
Ayat (1)
Cukupjeas
Aya (2)
Indudtri  penggerggian kayu dengan kepedtas produks sampa dengan 2000 (dua
ribu) meter kubik pertahun hanya diperuntukkan bagi pemenuhen kebutuhan ddam

negeri.
Ayat (3)
Cukupjelas
Aya (4)
Cukupjeas
Pesd 56
Cukup jdas
Pesd 57
Cukupjelas
Pasd 58
Cukup jdas
Pesa 59
Aya (1)
Pasokan bahan baku kayu dapat berasd dari:
a hutan dam yang dikelola secaraledtari;
b. hutan tanaman;
C. hutan hak;
d. kayu hasil perkebunan; dan aau
e sumber lain yang sah, misd impor
Ay (2
Cukupjdas
Pasd 60
Cukupjelas
Pesd 61
Cukup jdas
Peasd 62
Cukupjelas
Pesd 63
Cukupjelas
Pasd 64
Ayat (1)
Cukupjeas
Aya (2)
Cukupjelas
Ayat (3)

Cukupjeas



Aya (4)
Pertimbangan teknis dari Menteri, diberiken ddam rangka penyedisan bahan baku
yang berkdanjutan.
Petimbangan dari Gubernur diberikan ddam rangkaian dnkronisss  pembangunan

dan pengembangan wilayah.

Pasd 65
Kepadtian ussha yang dimeksud addah kepadtian kegiatan ussha, kepadian wakiu usaha
dan kepastian jaminan hukum berussha

Peasd 66
Aya (1)
Huruf a
Cukup jeas
Hurud b
Yang diwgibkan menyusun dan menyampaikan RPBBI addah indudri yang
mengolah langsung hesl hutan kayu dan buken kayu. RPBBI merupakan
sistem pengendalian pasokan bahan baku.
Huruf ¢
Cukupjdas
Huruf d
Cukup jelas
Aya (2)
Cukupjelas

Pasd 67
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan das titlelhak aas tanah addah tanda bukti hak atas tanah
antaralain berupa sartifikat (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Paka).

Pasd 63
Cukup jdas

Pasd 69
Cukupjelas

Pasd 70
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Pengembangan  kebmbagean  dileksanekan mddui kegigan  pendampingan,
pdayanan dan dukungan ddam bentuk bantuan teknis, peaihan, sata bantuan
biaya
Pad 71
Cukupjelas

Pesd 72
Aya (1)
Cukupjeas



Ay (2

Cukupjelas

Ay (3)

Huruf a

Pembangunan yang mempunya tugas draegis addah kegiatan penggunaan
kavessn huten yang mempunya pengauh besy bag  kemguen
perekonomian nesond, kesgateraan umum bak bagi  kehidupan generas
sekarang maupun  kehidupan generas yang aken datang dan d@au ddam
rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negaa Kesauan Republik
Indonesia

Huruf b

Kepentingegn umum terbatas addah kepentingan sduruh Igpisan masyarakat
yang pdaksaneen pembangunannya  dilkukan dan  dimiliki  oleh indang
pemerinteh atau kelompok masyarakat sata tidek digunakan untuk mencari
keuntungan.

Aya (4)
Huruf a
Cukupjdas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf ¢
Kegiatan pertambangan mdiputi pertambangan umum, minyak dan gas den
panas bumi.
Huruf d
Kegiatan ketenagdidrikan addah segda  sesuau  yang  menyangkut
penyediaen (pembangkitan dan penyduran) dan pemanfastan tenaga lidtrik.
Inddlas teknologi energi  terbarukan  mdiputi  Pembangkit  Ligrik  Tenaga
Surya (PLTS), Pembangkit Lisrik Tanega Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Ligrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH) serta pemanfaatan panas bumi.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Aya (5)
Cukupjelas
Ayd (6)
Cukupjeas
Pasd 73
Aya (1)

Kegiadan penataushaan hesl hutan mdiputi  kegiatan penalausahaan  perencasan
produks, pemanenan aau penebangan, penandaan, pengukuran dan  pengujian,
pengangkutar/peredaran dan penimbunan, pengolahan, dan pdgporan.

Ay (2)

Cukupjelas

Ay (3)

Cukupjelas



Pad 74
Ayat (1)
Pengertian hasl hutan yang berasd dari hutan hak mdiputi kayu-kayu yang berasd
dari tanah yang dibebani hak atas tanah.

Aya (2)
Cukupjdas
Aya (3)
Kepaa Desa atau peabat yang setarawajib memberikan surat keterangan asal.
Pasd 75
Aya (1)
Pengatian dai “dilengkapi bersama-samd’ addah bahwa pada setigp pengangkutan,
penguasaan dau pemiliken hasl hutan, harus disata den dilengkapi secara fisk
dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagal bukti dan
tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang sama) secarafisik.
Aya (2)
Cukupjeas
Aya (3)
Cukupjdas
Aya (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukupjdas
Huruf ¢
Penggunaan Surat Keterangan Asd Usul termasuk kayu dan buken kayu
yang berasd dari kebun, pekarangan, tegdan dan lain-lain.
Aya (5)
Cukupjeas
Aya (6)
Cukupjdas
Ayat (7)
Cukupjelas
Pesd 76
Pdarangan ekspor dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi tekanan.
Pesd 77
Aya (1)
Pemasaran hasl hutan dilakukan untuk memenuhi  kebutuhan bahan baku  indugtri
dan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan ledtari.
Aya (2)
Cukupjelas
Aya (3)
Cukupjdas
Pad 78
Aya (1)
Cukupjelas
Aya (2)

Has| hutan tidak sah dapat bergtatus temuan, Staan atau rampasan.



Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjeas
Ayat ()
Cukup jdas

Pad 79
Ayat (1)
Kebijakan addah pengauran aau penetapan pedoman ddam kegiaian tata hutan dan
penyusunan rencana pengeolaan  hutan, pemanfastan hutan  dan  penggunaan
kawasan hutan.
Aya (2)
Pengertian dari pihak ketigaaddah BUMN, BUMD, BUMS, perorangan, koperas.

Pasd 80
Cukupjelas

Pasd 81

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjeas

Aya (3)
Keberhadlan pengdolaan hutean lestai  dicerminkan  dengan  kinerja  pengdolaen
hutan yang diukur dengan kriteria dan indikator pengdolaan hutan lestari yang
dibuktiken dengan satifika pengdolaan huten ledari oleh  lembaga penila
independen yang diakreditas oleh Menteri.

Ayat (4)
Cukupjeas

Aya (5)
Cukupjdas

Pesd 82
Cukupjelas

Pasd 83

Ayat (1)
Cukupjeas

Ayat (2)
Teguran merupakan langkah awd sebagal dasar koreks atau pengenaan sanks.

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Pembatdan izin pemanfastan hutan dilakukan apabila pemberian perizinannya tidek
sesua dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pesd 84
Cukupjelas

Pasd 85
Cukupjelas



Pesd 86
Cukupj

Pasd 87

das

Aya (1)

Pengenaan sanks didasakan pada bobot pedanggaannya Pdanggaran  yang
termasuk  kategori berat dikenakan sanks  pencabutan, Kketegori sedang  dikenakan
sanks  pengurangan aed keja,  kategori  ringan  dikenakan sanks  adminidratif
berupa denda, sedangkan kategori lebih ringan dikengkan sanks  penghentian
kegiatan dan atau penghentian pelayanan administras.

Untuk mewujudken azas-azas umum pemeintahan yang bak (AUPB) khususiya
untuk pelanggaran kategori berat dengan sanks pencabutan, atau kategori sedang
dengan sankd pengurangan aed, yang ssbdumnya kepada pemegang izin wgib
diberikan peringatan 3 (tiga) ki berturut-turut.

Pemenuhan aas pengenaan sanks tidek meniadekan kewgiban pemegang izin
untuk membayar kewgjiban pungutan di bidang kehutanan sesuai ketentuan.

Aya (2)

Pesd 88
Cukupj

Pasal 89

Cukupjdas

das

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Perddan kerja yang dipergunekan harus tidek menimbulkan dampek kerusskan dan
kelegtarian hutan.

Huruf ¢
Cukupjdas
Pasd 90
Cukup jdas
Pesd 91
Cukupjelas
Pesd 92
Aya (1)
Huruf a
Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan aau izin ussha pemanfaatan jasa
lingkungan tidek dikenaken sanks adminidras berupa pengurangan ared
kerja meksma 20% (dua puluh per seraus) sepanjang pemegang izin dapat
membuktikan bahwa penyebab tidak terpenuhinya kewgiban karena akibat
keadaan force mgjeure.
Temasuk ddam pengetian force mageure addah gempa bumi, banjir dan
atau kebakaran.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukupjeas



Ayat (3)
Cukupjelas

Pesd 93
Ayat (1)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukupjdas
Huruf d
Kriteria dari meninggdkan ared kerja d@au pekerjaan ssbdum izin berakhir
addah:
1 tidk tesedianya dat-da  aau peddan  untuk  melaksanakan
kegiatannya.
2. tersedianya dat-dat atau perdatan tetapi tidek berfungs lagi;
3. tenagakerjatetgp tidak beradalagi di ared kerjanya; aau
4. tidk ada kegigan ddam rangka medaksanekan izin usdha yang
diperoleh.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukupjdas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjeas
Ayat (4)
Cukupjdas
Ayat ()
Cukupjelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukupjelas

Pasd A
Cukupjelas

Pasd 95
Cukupjelas

Pasa 96
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Laporan Mutas Hasll Hutan Olahan (LMHHO) addah laporan yang memua
produkd, persediaan, pemesaran ddam dan luar negeri serta penggunaan
hesl| hutan olahan untuk kepentingan sendiri.



Ayat (2)
Cukupjelas

Pesd 97
Ayat (1)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Kerussken terhadgp lingkungan hidup yang meampaui batas baku mutu
lingkungan dikenskan sanks sesua dengan  perauran  perundang-undangan
yang berlaku.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jdas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjeas

Pasd 98
Cukupjelas

Pasd 99
Cukupjelas

Pasd 100
Cukupjelas

Pesd 101
Cukup jdas

Pasd 102
Cukupjelas
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